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SIDANG DIBUKA PUKUL 08.07 WIB

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb., om swastiastu, selamat pagi, salam
sejahtera. Kita masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan dan kali
ini terkait dengan provinsi ... perkara yang berasal dari Provinsi
Kalimantan Barat. Ada 7 perkara dan kemudian nanti dilanjutkan dari
Provinsi Kalimantan Selatan ada 3 perkara.

Yang pertama, Perkara Nomor 01-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Partai Keadilan Sejahtera. Perkara Nomor 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Kebangkitan Bangsa. Par ...
Pekara Nomor 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Persatuan
Indonesia. Par ... Perkara Nomor 233-07-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
Partai Beringin Karya. Perkara Nomor  58-14-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Partai Demokrat. Perkara Nomor 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Gerakan Indonesia Raya. Par ...
Perkara Nomor 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai
Amanat Nasional.

Yang berikutnya di Kalimantan Selatan, Perkara Nomor 04-08-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Keadilan Sejahtera. Perkara
Nomor 224-07-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Beringin Karya.
Dan Perkara Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai
Demokrat.

Terlebih  dahulu saya mohon pada Pemohon untuk
memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Perkara 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera, siapa yang
hadir? Silakan memperkenalkan diri!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEKY MULYADI

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Langsung
saja Majelis, mungkin nama saya Deky Mulyadi, mewakili Partai Keadilan
Sejahtera dalam permohonan Kalimantan Barat 2 ... Dapil Kubu Raya II.
Cukup.
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KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sendiri saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEKY MULYADI

Ada bertiga, ada Pak Rozaq dan Bu Devi.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi mewakili yang lain?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEKY MULYADI

Ya mewakili ... sama. Pak Rozaq mewakili Kalbar juga untuk Kalsel
juga.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mana Pak Rozaq?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEKY MULYADI

Pak Rozaq di A-8 dan Bu Devi di A-17.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, nanti di ... berarti ... kenapa pisah-pisah duduknya? Tidak
agak dekat-dekat, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEKY MULYADI

Diaturnya begitu, Pak (...)
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KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, baik, terima kasih ... terima kasih, ya, ya. Kemudian ...
berarti nanti waktu mengajukan permohonannya akan bergantian begitu,
ya? Untuk membacakan permohonannya bergantian atau bagaimana?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEKY MULYADI

Nanti diwakili semuanya Pak Rozaq, Pak.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, oh begitu. Baik, terima kasih. Partai Kebangkitan Bangsa!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Terima  kasih, Yang Mulia.  Bismillahirrahmaanirrahiim,
assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera bagi kita semua. Untuk Partai
Keadilan Sejahtera kami akan memperkenalkan (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Partai Kebangkitan Bangsa.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Eh, maaf, Yang Mulia. Partai Kebangkitan Bangsa (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Anda PKS atau PKB?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Bukan. PKB, Yang Mulia, mohon maaf.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu S dan B-nya saja yang beda. Ya, silakan, silakan!
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Untuk Partai Kebangkitan Bangsa, kami ada tiga ... empat orang,
Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Akan kami perkenalkan satu-satu, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Untuk kuasa Pemohon yang diwakilkan dengan Prinsipal, itu atas
nama, satu, Syarifudin Nasution, S.H., M.H. ... mohon izin, Yang Mulia,
karena Bapak Syarifudin Nasution, S.H., M.H. ini tidak bisa hadir pada
hari ini, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Yang hadir sekarang saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Lalu saya sendiri Suryadi, S.H., M.H. Lalu, Ristianto.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Hadir hari ini adalah Marcelinus Daniar, S.H.
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KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Mana? Bapak, ya? Silakan! Sudah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Saya rasa demikian, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak ini menangani perkara dua ini, kayaknya sampai bingung
ini. Ya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Dari Perindo Perkara Nomor 134-09-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD NADZIB ASRORI

Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, salam dan
.. salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mewakili Partai Perindo
dari kantor advokat Yuventus. Yang hadir, yaitu rekan saya, Yuventus,
sebelah kiri saya, dan saya sendiri, Mohammad Nadzib Asrori.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa namanya? Juventus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD NADZIB ASRORI

Ya, pakai “Y”, Yuventus.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, pakai Yuventus. Saya pikir liga Itali.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD NADZIB ASRORI

Dari Kalimantan Barat Dapil IV, Melawi, Yang Mulia. Baik, terima
kasih.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Ya, dari Partai Berkarya Nomor 233-07-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Oh, tidak hadir juga? Ini dari beberapa
hari ini Berkarya tidak hadir ini. Baik. Kita lanjutkan Perkara Nomor 58-
14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Demokrat.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi, salam sejahtera bagi kita
semua. Saya dari Tim Advokasi DPP Partai Demokrat. Yang hadir pada
hari ini Muhajir dengan Klemens Ame di belakang, Yang Mulia. Terima
kasih.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, terima kasih, Pak. Yang mik itu tolong satu dimatikan lagi
supaya yang lain bisa hidup. Ya, silakan! Kemudian, dari Partai Gerindra
Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., salam
sejatera bagi kita sekalian. Bismillahirrahmaanirrahiim, kami dari Partai
Gerindra yang mewakili Partai Gerindra selaku kuasa hukumnya, saya
sendiri, Sahroni. Kemudian, didampingi oleh rekan kami yang di
belakang, Saudara Yunico, S.H., dan didampingi pula yang memberi
kuasa, dalam hal ini calon, yaitu Bapak Hendri Makaluas, A.Md., di
sampingnya. Demikian, Majelis, yang kami sampaikan.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Terima kasih.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Dari Partai Amanat Nasional Perkara 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai PAN, kami hadir 3
orang saat ini, saya kenalkan, saya Priska Siregar sebagai Kuasa Hukum
dan ditemani oleh Sekretaris Partai PAN, Kabupaten Sanggau, Bapak
Dicky Zulkarnain, ada di belakang, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Bapak Muhammad Miftahudin, Anggota Partai PAN Kabupaten
Sanggau ada di belakang, Pak.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Kita teruskan ke Kalimantan Selatan. Perkara Nomor 04-
08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Keadilan Sejahtera. Yang tadi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Yang tadi, Prof.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya, baik. Terima kasih. Partai Beringin Karya untuk Kalimantan
Selatan, hadir, ndak? Tidak juga, mungkin ada karya yang lain.

Kemudian, Perkara Nomor 61-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari
Partai Demokrat Kalimantan Selatan, ada? Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, pagi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Assalamualaikum wr.wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Walaikumsalam.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Perkenalkan saya Pangihutan Blasius Haloho, Kuasa dari DPP
Partai Demokrat untuk Perkara Nomor 61-14-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 atas nama Ikhsan Wardani. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak ndak pindah-pindah lagi, ya? Enggak? Untuk kali ini tetap
di sini? Ya, karena kemarin 2 Panel, saya kasihan juga itu ya, gitu ya. Ya,
tapi mungkin ada extra fee, gitu ya? Ya, dengan demikian, maka untuk
Pemohon sudah memperkenalkan diri. Sekarang, silakan yang
Termohon! Siapa? Dimulai dari mana? Dari sini saja.
KUASA HUKUM TERMOHON: IMAN MUNANDAR

Terima  kasih, Yang Mulia.  Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamualaikum wr.wb.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam.
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KUASA HUKUM TERMOHON: IMAN MUNANDAR

Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Iman
Munandar, saya dari Kantor Hukum Hicon yang dalam hal ini bertindak
dan untuk atas nama KPU RI khusus untuk Perkara Nomor 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PKB Provinsi
Kalimantan Barat. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. Silakan teruskan!
KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIYADI

Assalamualaikum wr.wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam.
KUASA HUKUM TERMOHON: SYAFRAN RIYADI

Perkenalkan saya Syafran Riyadi, S.H., dari Kantor Absar
Kartabrata Law Firm mewakili KPU RI untuk PKS Kalimantan Barat 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sama Gerindra 154-02-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 dan Kalimantan Barat PKS 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan!
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Nama saya Muhammad Ridwan Saleh dari ANP, Kuasa Hukum

KPU RI. Dalam hal ini saya mewakili Kalimantan Selatan, Partai Berkarya
Nomor Perkara 224-07-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan hadir juga



69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

bersama kami Agustin, Sekretariat dari KPU RI.

Assalamualaikum wr.wb.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. Silakan! Masih ada?

KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Assalamualaikum wr.wb.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam.

KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Terima kasih.

Saya Deni Martin dari Ali Nurdin and Partner, kami Kuasa Hukum
untuk Perkara Nomor 233-07-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai
Berkarya dan 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai PAN.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Masih ada? Silakan teruskan!

KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Assalamualaikum wr.wb.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam.

KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Saya Sutejo, S.H., M.H., dan satu lagi Pak Tri Sandhi Wibisono
dari Kantor Nurhadi Sigit Law Office. Kita Kuasa Hukum dari KPU RI,
khusus untuk Perkara 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Demokrat

dan 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perindo.
Maijelis Hakim. Assalamualaikum wr.wb.

Terima kasih,
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam, terima kasih. Masih ada dari Termohon? Sudah,
ya? Baik, sekarang Pihak Terkait. Siapa yang hadir? Silakan diurut
masing-masing!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Walaikumsalam.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Semoga dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan saya dari Pihak
Terkait, Perkara Nomor 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami
bersama dengan ... bertiga. Saya sendiri. Muslimin Mahmud dan di
belakang kami, Ardi. Dan juga didampingi oleh Prinsipal, Bapak Ahmad
Sudi.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Demikian, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Silakan! Lanjut di sampingnya!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARMIA

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kami dari
Tim Advokat Partai Nasdem, Yang Mulia. Untuk Kalbar VI, saya sendiri
Anton Armia didampingi oleh rekan saya, Ucok Edison, Yang Mulia.
Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bapak untuk, untuk ... terkait untuk perkara berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARMIA

Perkara 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Perkara 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARMIA

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Dari PKB, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARMIA

Dari Nasdem ini, Pak. Ya, dari PKB, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIAN FARIZKA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan sidang yang
sangat mulia ini, perkenankan kami dari DF Law Firms, nama saya Dian
Farizka didampingi oleh Lingga. Prinsipal hadir juga, Yang Mulia. Bapak
Yusid Toyib. Kami mewakili dari Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat I. Terima
kasih, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Masih ada yang belum memperkenalkan diri?
Sebentar, Pihak Terkait dulu. Silakan!
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Pak Kamaruddin, Bapak di depan saja. Kan, ada yang kosong itu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN

Tadi mengikuti nomor yang sudah diberikan, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Tapi sekarang ... kayaknya di situ kan, pihaknya masih
ada (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia, telah diberikan tempat duduk yang
paling depan. Ini tidak bermaksud mendiskriminasikan orang-orang yang
belakang.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KAMARUDDIN

Kami dari tim advokasi Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pihak
Terkait Perkara Nomor 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bersama
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103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

saya juga hadir Ahdian Noor, Ketua DPB Kalimantan Barat. Saya sendiri
Kamaruddin, S. H. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Masih ada? Sudah, ya? Sudah semua atau masih ada? Oh,
masih? Ya. Silakan, Pak! Mohon maaf ya, tempatnya ... ini memang
begini keadaannya. Tapi paling pojok di situ bisa, Pak, kalau mau di
sana.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIPUS TARIGAN

Akhirnya dapat kursi juga.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kursi yang lain masih diperebutkan, Pak. Kalau kursi Bapak di
situ sudah bisa.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIPUS TARIGAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pihak Terkait dalam Perkara
Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari ... dari PKS (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bapak (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIPUS TARIGAN

Yang diajukan oleh PKS, maksud kami, dari Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bapak mewakili?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIPUS TARIGAN

Kami mewakili Partai PDI Perjuangan, Yang Mulia.
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111.

112,

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, ya. Baik.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIPUS TARIGAN

Terima kasih.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Terima kasih. Sudah, ya? Ada temannya lagi?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIPUS TARIGAN

Saya Philipus Tarigan dan rekan kami, Tobok Pakpahan.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, ya. Diperkenalkanlah Bapak ini.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PHILIPUS TARIGAN

Ya, karena berpisah tadi, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, berpisahnya di Saint Carolus nanti. Ya, itu, Terima kasih.
Sudah semua ya, Pihak Terkait? Nah, sekarang dari Bawaslu. Silakan
memperkenalkan diri.
BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini
Bawaslu, kami didampingi sebelah kiri saya, Pak Ruhermansyah, Ketua
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121.

122,

123.

124.

125.

Bawaslu Kalimantan Barat. Di sebelah kirinya, Ibu Syarifah Aryana
Kaswamayana, Anggota Bawaslu Kalimantan Barat. Serta Pak Hawad
Sriyanto, Anggota Bawaslu Kalimantan Barat, ada di belakang. Kemudian
didampingi sebelah kanan saya, Pak Nurkholis Majid, anggota Bawaslu
Kalimantan Selatan, bersama dengan Pak Azari Ridani, anggota Bawaslu
Kalimantan Selatan. Kami dibantu oleh Pak Bachtiar dan Pak Subhan,
ada di belakang, dan saya sendiri Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Pak Fritz. Kita langsung mulai dengan Perkara Nomor
01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Keadilan Sejahtera, dan
untuk ini kami mohon kesediaan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk
memandu. Terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Terima kasih, Pak Ketua. Dari PKS, siapa yang mau
menyampaikan? Silakan, PKS!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Saya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami dari
PKS mewakili Provinsi Kalimantan Barat Dapil II Kabupaten Kubu Raya
mengenai identitas (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, dianggap dibacakan itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi,
dianggap dibacakan. Kedudukan hukum, dianggap dibacakan. Tenggang
waktu pengajuan permohonan, dianggap dibacakan. Untuk pokok
permohonan. Bahwa terdapat penambahan suara pada partai lain yang
menyebabkan hilangnya kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan
DPRD Kabupaten di Dapil Kubu Raya II Provinsi Kalimantan Barat. Pada
dapil ini, Yang Mulia, ada 3 per ... per ... persoalan utama.

Pertama, adanya pengurangan suara PKS, hal ini terjadi di TPS 10
Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, ada pengurangan 1 suara di
TPS tersebut.
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126.

127.

128.

129.

130.

131.

Yang kedua, adanya salah penjumlahan, Yang Mulia, salah penjumlahan
ini terjadi di TPS 10 Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya.
Berdasarkan Formulir C-1 TPS 10, suara PPP berjumlah 19 suara,
sementara di Formulir DAA DPRD Desa Madu Sari berjumlah 38 suara.
Terdapat penambahan 19 suara untuk suara PPP. Hal ini terjadi
dikarenakan salah menempatkan angka jumlah partai dan suara semua
caleg yang seharusnya ditulis pada kolom B. Namun, ditulis pada kolom
A-2 pada Caleg Nomor 5 atas nama Feri Anggra Riawan. Akibatnya,
terjadi pengulangan penjumlahan pada Formulir DAA-1 Desa Madu Sari.
Sehingga jumlah suara PPP menjadi 38 suara.

Bahwa atas kekeliruan ini, Ketua KPPS dan anggota KPS di TPS 10
Desa Madu Sari mengakui telah melakukan kesalahan input
penjumlahan. Hal ini sebagaimana telah diterangkan ketua KPPS di TPS
Madu Sari TPS 10 sebagaimana pernyataan tanggal 11 Mei yang kami
sampaikan di bukti P-5.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tapi di PPK sudah diralat, belum?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Bagaimana, Yang Mulia? Maaf.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Di tingkat DAA-1 di PPK, sudah diralat belum?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Belum, Yang Mulia, belum diralat.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOH. ROZAQ ASYHARI

Hal ini juga disampaikan oleh saksi dari PKB, pernyataannya juga
kami sampaikan melalui Bukti P-16, Yang Mulia. Selain kesalahan
penjumlahan itu, Yang Mulia, ada penjumlahan yang ... ada penambahan
suara dari PPP sebanyak 100 (...)
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132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar! Yang P-16 mana itu kaitannya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

P-16 pernyataan dari saksi PKB, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Tapi enggak kaitan dengan dalil tadi?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Ya, Yang Mulia, sama. Jadi, yang memberikan kesaksian dari
KPPS dan dari saksi PKB, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan. Anda menyebut P-16 yang mana itu, dalil yang mana?
Enggak ada di sini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Di halaman 9, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 9. P-3, P-4, mana yang 16?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Di perbaikan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, perbaikan. Ini yang dibaca kan, yang perbaikan.
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141.

142,

143.

144.

145.

146.

147.

148.

KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

01. Kalau yang enggak diregister enggak kami baca. Perbaikan
yang mana? Anda mengajukan perbaikan berapa kali?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

1 kali, tanggal 30 Mei, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

30 Mei. Benar kan, ini? Ya, jadi P Desa Madu Sari Kecamatan
Sungai (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Sungai Raya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Raya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukti P-16, ya?
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149.

150.

151.

152.

153.

154.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Bukti P-16, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Selain ada kesalahan penjumlahan itu, kami temukan adanya
penambahan suara untuk PPP di 6 TPS yang tersebar di 2 desa. Ketika
kami jumlah ada 101 suara, 20 penambahan suara ada di Desa Madu
Sari dan 82 suara ada di Desa Sungai Asam. Itu kami uraikan
penambahan-penambahan tersebut TPS 4 di Desa Sungai Asam ada
penambahan=7 suara, di TPS 9 Desa Sungai Asam ada=50 suara, TPS
15 Desa Sungai Asam ada penambahan=1 suara, TPS 17 Desa Sungai
Asam ada penambahan=1 suara, dan TPS 33 Desa Sungai Asam ada
penambahan=23 suara. Sehingga jika kami jumlahkan total keseluruhan
di Kubu Raya II ada selisih 102 suara, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Akumulasinya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Akumulasi, Yang Mulia. Itu pada pokoknya permohonan kami,
Yang Mulia. Dan (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini hanya untuk 1 dapil, ya? 5 dapil Kubu Raya, ya? Kursi kelima
Kubu Raya? Oke.
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155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Cuma Dapil II itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Petitumnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Langsung pada petitum, Yang Mulia. Pertama, mengabulkan
permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 sepanjang di Daerah Pemilihan Kubu
Raya II Kabupaten Hulu Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan
Barat, ketika menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam
Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota DPRD Desa Madu Sari
dan Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Dapil II Kabupaten Kubu
Raya Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel 1 yang kami
sampaikan di situ.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

PPP untuk Desa Madu Sari mendapatkan=524.
PPP untuk Sungai Asam mendapatkan=100 ... 1.182.

21



162.

163.

164.

165.

166.

167.

PKS untuk Desa Madu Sari sebanyak=556, dan PKS untuk Sungai
Asam sebanyak=342.

Keempat, penetapkan jumlah total suara Dapil Kuburaya II untuk
PKS sebesar 3.225 dan PPP sebesar 3.116 suara dengan perincian
sebagai berikut.

Sebagaimana kami sampaikan di tabel 2, yaitu untuk Nomor 3
Sungai Asam, PKS=342, PPP=1.182, dan Madu Sari di Nomor 8§,
PKS=556, dan PPP=524.

Kelima, menetapkan kursi kelima di Dapil Kubu Raya II untuk
Partai Keadilan Sejahtera.

Dan keenam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, baik.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini ada upaya-upaya hukumnya, tidak? Ketika (...)
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Sudah disampaikan keberatan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi-saksi Anda?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Sudah menyampaikan keberatan pada waktu (...)
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168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tanda tangan, tidak? Ketika mengetahui ada (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Sudah dituliskan keberatan ketika di DA-2, Yang Mulia di PPK.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Di ... bukan. Upaya ke tingkat pengawas? Upaya hukumnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Pengawas belum, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum? Kenapa? Kenapa ketika menemukan itu tidak? Kan, ada
pengawas? Kalau ada kesengajaan, ada kecurangan, atau
Gakkumdunya. Enggak, enggak ada upaya-upaya itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Belum ada informasi dari prinsipal, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke. Ini enggak ada catatan dari kami hanya masalah
tenggang waktu. Tenggang waktu Anda menuliskan selisih 2 menit, ya?
tidak apa, tapi masih tenggang waktu. Oke. Kemudian, kartu anggota
Peradi atau kartu anggota advokat yang lain mungkin Anda ... Pradi juga,
ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Peradi, Yang Mulia.
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176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih berlaku?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Masih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi untuk rekan yang lain sampai 31 Desember 2018, Zainudin
Paru, Anggi Aribowo, Irwansyah, Khairul Anwar, dan lain sebagainya.
Kalau Anton Aryadi sampai 30 Juli, bolehlah. Tapi setelah 30 Juli enggak
boleh beredar di sini, tapi.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dilengkapi nanti, Pak, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Nanti dilengkapi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu, Pak Ketua.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Ini ada beberapa catatan yang saya
ingin sampaikan berkenaan dengan bukti Saudara, ya?
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184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini, kalau setelah kami telusuri itu, pada awal 30 Mei itu Anda
menyerahkan 17 alat bukti, kan? 1 sampai dengan 177?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu, ya. Lalu 30 Mei ada 2 bukti, P-15 dan P-16?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian, ada lagi tambahan kedua pada 11 Juli, 4 bukti. P-A
sama dengan ... sampai dengan P-D, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi persoalannya begini. Untuk Bukti P-15 itu, di Anda memberi
di dalamnya ada pernyataan anggota KPPS itu yang bukti tanggal 30 Mei
2019. Tapi di P-15 juga yang ... yang beri Anda ... yang Anda beri tanda

bukti di P ... di P-15 itu juga, yaitu yang Anda sampaikan pada tanggal
23 Mei 2019 ternyata isinya adalah KTP atas nama Markus Amid.
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192.

193.

194.

195.

196.

197.

Demikian juga P-16. P-16 yang di ... yang 30 Mei itu adalah surat
pernyataan saksi PKB. Tapi bukti fisiknya yang Anda serahkan pada
tanggal 23 Mei 2019 ternyata KTP atas nama Muhammad Salahudin.
Nah, pertanyaannya kemudian, Anda akan mencabut P-15 dan P-16 yang
diserahkan di awal itu atau bagaimana? Karena ada 2. Kalau ini kan,
misalnya nanti akan merujuk bukti ini yang mana yang dirujuk? KTP
ataukah pernyataan anggota KPPS? Kan, jadi kacau nanti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, nanti bagaimana itu? Nanti, ndak kalau itu nanti di ... diini
kan, di belakang, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Siap, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebab yang anu itu nanti jadi persoalan. Dan kemudian,
selebihnya dari Bukti P-1 sampai dengan P-17 itu akan ada revisi atau
tidak?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Sementara tidak ada, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada, ya? Kecuali yang 2 itu masih bermasalah itu nanti yang
ini, ya.
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198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Yang belum sesuai dengan permohonan yang tadi.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu nanti di ... diinikan.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti sehingga jelas mana yang nanti akan dirujuk apakah KTP-
nya itu atau pernyataan anggota KPPS itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, P-1 sampai dengan P-17 kecuali yang P ... P15, P-16 yang
tadi ada masalah itu saya nyatakan disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bukti P-A sampai P-D juga sudah kami verifikasi, juga
bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Terima kasih, Yang Mulia.
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205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, demikian. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Suhartoyo. Untuk
selanjutnya perkara 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai
Kebangkitan Bangsa mohon berkenan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin
Adams untuk memandu acara.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pak Ketua, sebelum juru bicaranya menyampaikan pokok-pokok
permohonan, ingin klarifikasi mengenai tadi kuasanya siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Saya, Yang Mulia. Suryadi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Suryadi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Jadi, ada yang di surat kuasa ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Suryadi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya.

28



214,

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222,

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

NOMOR

15-01-

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan pokok-
pokok permohonan, mohon izin, Yang Mulia. Bahwa kami ada perbaikan
permohonan yang baru ini, Yang Mulia. Ini yang ... ini yang akan kami

sampaikan untuk hari ini, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, yang terbaru itu kapan maksudnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Tanggal 22, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tanggal 22 apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

22 Juni, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tanggal 22 Juni?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Harusnya batas terakhir itu tanggal berapa?

NOMOR

NOMOR

NOMOR

15-01-

15-01-

15-01-
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223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Jadi begini, Yang Mulia. Karena ada beberapa bukti (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan ini pertanyaan
hukum acara.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Menurut hukum acara, seharusnya Anda terakhir menyerahkan
perbaikan permohonan terakhir, kapan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

21, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Nah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

31, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Benar?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya, Yang Mulia.
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232,

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Benar?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau begitu sudah kelewat jauh. Kami tidak bisa menerima
perbaikan yang disampaikan ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Jadi, mohon izin, Yang Mulia. Apakah kami akan membacakan
yang sudah kami serahkan kepada Yang Mulia atau (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya membacakan yang di-register yang sudah diberi registrasi oleh
Mahkamah Konstitusi yang sudah lewat tenggang waktu. Yang itu yang

dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Siap, Yang Mulia. Siap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena itu yang nanti akan ditanggapi oleh Termohon, Pihak
Terkait maupun Bawaslu kalau yang ada berkaitan dengan itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tentu tidak fair kalau kemudian Saudara menyampaikan
permohonan yang tidak kami serahkan kepada Termohon dan Pihak
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241.

242.

243.

244,

245.

246.

247.

248.

249.

Terkait apalagi itu di luar tenggang waktu dan karena itu sudah
diregistrasi. Bagaimana mereka akan menanggapi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Baik, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Dan kami akan jadi berlaku tidak adil untuk mereka, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Baik, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, silakan di ... dibacakan yang sesuai dengan tenggang waktu,
ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Baik, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Jadi, yang dibacakan yang perbaikan tanggal 30 Mei, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Bukan yang 10 Juni ini?
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250.

251.

252.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya akan
membacakan dari langsung ke ini saja, Yang Mulia, ke pokok
permohonan, Yang Mulia.

Pokok Permohonan. Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah
Konstitusi, Jakarta, Perihal: Permohonan Keberatan atas Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum PHPU Pemilu Legislatif Daerah Pemilihan Kalbar
VI, Provinsi Kalimantan Barat, Sanggau Sekadau. Mohon izin langsung ke
pokok permohonan, Yang Mulia.

Pokok permohonan. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan
permohonan penyelesaian perselisihan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden ... tentang Hasil
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan
... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 yang diumumkan pada 21 Mei 2019 oleh Komisi Pemilihan
Republik Indonesia, Bukti P-1.

2. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan penetapan keputusan
Komisi Pemilihan Umum khusus dalam penetapan hasil Pemilihan
Umum DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat VI,
Sanggau Sekadau, serta Berita Acara KPU Nomor 22/PL.02.06-
BA/61/PROV/V/2019 rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara
di tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum 2019,
Bukti P-2.

3. Bahwa keberatan Pemohon terkait dengan adanya perbedaan suara
C-1 dengan DAA-1 di beberapa TPS di Kecamatan Meliau. Beberapa
TPS di Kecamatan Parindu dan beberapa TPS di Kecamatan Balai
dalam ... dalam proses rekapitulasi suara di KPUD Sanggau ... di
KPUD Sanggau. Hal ini, dikuatkan dengan BA rekap ... Berita Acara
rekapitulasi yang tertuang dalam kejadian khusus. Keberatan yang
dilakukan oleh saksi partai politik dan Bawaslu dari huruf A sampai
dengan huruf K, Bukti P-3.DB.
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253.

254.

255,

256.

257.

258.

259.

260.

261.

4. Bahwa dugaan pelanggaran (...)
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Langsung saja. Itu yang ... yang dipersoalkan TPS kecamatan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya. Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Meliau, Parindu, dan Balai langsung secara singkat dikemukakan

(...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Di tabulasi berapa secara ringkas saja dirangkum, gitu ya. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Untuk Kecamatan Parindu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Pada tanggal setelah dilaksanakan rekapitulasi di Kecamatan
Parindu, Kabupaten Sanggau, yang mana dalam rekapitulasi di beberapa
TPS ada beberapa perolehan suara Partai Nasdem yang tertulis di C-1
berbeda dengan yang direkap dalam DAA-1.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.
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262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Kecamatan Parindu berikut kami uraikan berapa perolehan suara

di TPS di masing-masing desa di Kecamatan Parindu, yang mana Partai

Nasdem mendapatkan penambahan-penambahan suara sebagaimana

berikut.

1. Terdapat selisih suara Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPRD
provinsi antara dokumen DAA-1 dengan Formulir C-1 di Kecamatan
Parindu dengan rincian sebagai berikut.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Saya kira sebutkan saja nama desanya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Dan jumlah. Ini(...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Desa Sukamulya (...)
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ini enggak ada halaman, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya. Ndak ada.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ininya apa ... permohonannya ini enggak ada halaman. Ya sudah,
lembaran ke-4 atau ke-5 sebelum terakhir saja melihatnya.

35



270.

271.

272.

273.

274.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya. Atau kami langsung bacakan ke Tabel Penggelembungan
Suara Partai Nasdem saja, Yang Mulia, ya? Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Baik, baik. Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Tabel Penggelembungan Suara Partai Nasdem. Nomor 1, Nama
Kecamatan: Meliau, Parindu, Balai. Perolehan suara Partai Nasdem
berdasarkan C-1 di Meliau=674, perolehan suara Partai Nas ... Nasdem
berdasarkan DAA-1=964, sehingga selisih suara sebanyak 290.
Sedangkan Parindu, perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C-1
sebanyak 560, perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan DAA-1
sebanyak 655, sehingga selisih suara 95. Untuk Kecamatan Balai,
perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan C-1 seb ... sebesar 5,
perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan DAA-1 sebanyak 9,
sehingga selisih suara 4.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Tabel Penurunan Suara Partai PKB di 3 kecamatan. Nama
Kecamatan, Meliau. Perolehan suara Partai PKB berdasarkan C-1
sebanyak 14. Perolehan suara partai ... Partai Kebangkitan Bangsa
berdasarkan DAA-1 sebanyak=1, sehingga selisih 13. Untuk Kecamatan
Balai, perolehan suara Partai PKB berdasarkan C-1 sebanyak=11,
perolehan suara Partai PKB berdasarkan DAA-1 sebanyak=1, sehingga
selisih suara sebanyak 10.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon sampai ...
Pemohon sampaikan di atas, maka berikut ini keseluruhan jumlah
perbedaan suara antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem,
data Pemohon berdasarkan data ... data DC-1 DPRD Provinsi Kalimantan
Barat setelah dikurangi penggelembungan suara Partai Nasdem dan
penambahan suara Partai PKB yang hilang adalah suara Partai PKB
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275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

berdasarkan DC-1 Provinsi Kalbar sebanyak=23.584 ditambah 23,
ditambah suara PKB yang hilang menjadi total 23.607 suara.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Untuk suara Partai Nasdem berdasarkan DC-1 Provinsi
Kalbar=23.980 dikurang 389, dikurangi penggelembungan suara Partai
Nasdem menjadi total 23.501 suara.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Untuk Dapil Kalimantan Barat, perolehan suara PKB
berjumlah=23.607 suara, Nasdem=23.591 suara, sehingga selisih suara
16 suara, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Bahwa sebagai ... bahwa sebagai bukti pendukung, maka kami
sampaikan data-data yang diupload Termohon di dalam situng KPU
perolehan hasil suara pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil
Kalimantan Barat Sanggau Sekadau, suara Partai PKB lebih unggul
dibandingkan perolehan suara Partai Nasdem, Bukti P-101.

Nama Partai PKB perolehan di suara situng=23.464, keterangan
100% situng. Nasdem=23.288, keterangan 100% situng. Sumber situng
KPU diakses pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 18.15 WIB 06 progres
16.499 dari 16.499 TPS.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini WIB, ya?

37



282.

283.

284.

285.

286.

287.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Kan Kalimantan Barat masih WIB, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya. Waktu indonesia barat, Yang Mulia, mohon maaf Yang Mulia.

Bahwa dalam situng KPU dan juga perhitungan berdasarkan data
C-1 Pemohon, maka jelas bahwa suara Partai PKB lebih unggul daripada
suara Partai Nasdem.

Lima belas. Bahwa akibat penambahan-penambahan suara Partai
Nasdem dan pengurangan-pengurangan suara Partai PKB, atas kelalaian
Termohon, maka membuat kerugian terhadap Pemohon. Karena
seharusnya Partai PKB yang lebih unggul suaranya dari Partai Nasdem
dan menurut metode peringkat kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat,
Dapil Kalimantan Barat VI dengan metode sainte lague, maka Partai PKB
mendapatkan peringkat ke delapan, atau kursi terakhir DPRD Provinsi
Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat VI Sanggau Sekadau.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Lima belas ... eh, enam belas, mohon maaf, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPRD
Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat VI Sanggau Sekadau
adalah 8 calon. Berikut nama dan nomor urut calon, apakah harus
dibacakan atau dilewati, Yang Mulia?

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak usah, cukup sudah.
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289.

290.

291.

292.

293.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Petitum. Petitum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana
tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
yang diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 oleh Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia.

3. Membatalkan Berita Acara Nomor 22/PL.02-BA/61/Prov/V/2019
tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam
Pemilihan Umum 2019.

4. Membatalkan Berita Acara Nomor 91/PL.02.06 (...)

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Berita Acara Nomor 91/PL.02.06 -BA/6103/KPU-KAB/V/2019
tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum 20109.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.
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296.

297.

298.

299.

300.

301.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Selanjutnya menetapkan hasil perolehan suara yang benar
berdasarkan C-1 dan C-1 Plano sebagai berikut.

Dapil Kalimantan Barat VI, perolehan suara PKB=23.607 suara.

Nasdem=23.591 suara.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum  untuk
melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.
Demikian permohonan Pemohon.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Yang angka tadi Nasdem itu berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

23.607, Yang Mulia. Eh, maaf, maaf ... Nasdem=23.591, Yang
Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lho, kok berbeda dengan yang tertulis di sini?
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di sini 501 itu.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di sini 501.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Direnvoi saja, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Renvoi bagaimana? Kalau di ... di (...)
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307.

308.

309.

310.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

15-01-

Kita pakai data yang sekarang, yang ... yang dibacakan ini, Yang

Mulia. 23.591, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaupun tidak konsisten? Terserah Anda saja. Nanti terserah
Pemohon untuk ... Termohon untuk menanggapi itu kalau mau begitu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Siap.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, silakan Yang Mulia!

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, ini sudah dibacakan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Siap.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ini lengkapnya kabupaten itu, Sanggau Sekadau, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Sanggau Sekadau, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukan Sanggau saja?

15-01-

15-01-

15-01-
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314.

315.

316.

317.

318.

319.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Bukan, Yang Mulia. Dapil ... itu dapilnya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, itu kan sudah di ujung itu, kan. Paling jauh itu kabupatennya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya, benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ada beberapa catatan saja, ya. Mengenai ... apa ... saya kira
sudah Klir tadi yang dibacakan itu harusnya yang ... yang 23 Mei, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Yang tanggal terimanya 30 Mei, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Yang sudah di-register, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang sudah di-register ya, ya. Ya, jadi klir ya. Jadi, bukan yang
tadi tidak jadi dibacakan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya, ya.
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326.

327.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian, ya saya kira itu saja terkait kedudukan Pemohon. Saya
kira perbaikan lazim. Ya. Silakan, Pak Ketua mengenai alat buktinya!

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih, Yang Mulia, Pak Dr. Wahiduddin Adams. Kartu
tanda advokatnya belum Anda serahkan, ya? Belum ada pada kami.
Sudahlah nanti dilengkapi saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak perlulah ... ndak perlulah bertengkar di situ. Nanti
diserahkan saja kepada ini, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Mohon maaf, Yang Mulia. Sebelumnya saya sampaikan bahwa
saya ini baru membaca yang ini ... yang permohonan ini.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Maksudnya baru diberikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya, baru diberikan. Jadi, baru dibaca sekarang dan kebetulan
kemarin, kan saya tidak hadir, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya, ya. Ya, saya maafkan kalau itu. Jadi, anu, anu ya, ya ... ini
ada beberapa catatan kami ini, berkenaan dengan alat bukti. Saudara
menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-102, ya? Siapa yang
mengetahui hal ini? Yang bisa menjelaskan. Benar? Benar ya. Ya, benar
P-1. Tapi ada persoalan begini, Anda belum menyerahkan ... apa
namanya ... softcopy di daftar bukti itu enggak cocok dengan ... dengan
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334.

fisiknya. Bukti C-1 TPS 04 Desa Melobok, itu ada dalam daftar bukti, tapi
dalam bukti fisiknya ndak ada. C-1 TPS 14, Desa Melobok, itu juga sama
kasusnya, ada di daftar bukti, tidak ada bukti fisik.

Demikian pula, C-1 TPS 08 Desa Hibun. Ada dalam daftar bukti,
tidak juga ada dalam bukti fisik. Nah, kemudian Desa Marita II, P-98, itu
ada dalam daftar bukti, tetapi di bukti fisik tidak ada. Tolong nanti itu
diperbaiki, ya!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Baik, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya nanti, untuk soal-soal yang lain itu terserah kepada Termohon
untuk menanggapi. Kami sudah mengingatkan termasuk yang renvoi

tadi. Nah, kecamatan yang benar Meliau atau Meliu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Meliau, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Meliau. Jadi, Meliau, gitu ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi, Meliu itu ndak ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Enggak ada, Yang Mulia.
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336.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti nyasar ke kecamatan lain nanti kalau ... kalau itu salah.
Meliau, ya. Oke, jadi yang benar itu. Supaya nanti ... nah ini karena ini
memerlukan kecermatan walaupun salah ketik. Ya, itu yang perlu kami
sampaikan. Hal yang ... yang lainnya tadi sudah disampaikan termasuk
renvoi yang Anda sebutkan tadi. Baik, dengan demikian, maka untuk PKB
sudah selesai dan kami lanjutkan dengan Perkara Nomor 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Persatuan Indonesia, dari
Perindo. Silakan! Siapa yang jadi juru bicara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Baik. Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi dan salam sejahtera
buat kita semua. Baik, saya Yuventus, Yang Mulia, dari Kantor Hukum
Yuventus and Associate, dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum Bapak
Supriyadi, selaku Caleg Nomor Urut 1 Dapil Melawi IV Kalimantan Barat.
Oleh sebab itu, terkait dengan permohonan yang kami sampaikan, kami
langsung saja kepada ke pokok permohonan, Yang Mulia karena dari
kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai tenggang waktu dianggap
sudah dibacakan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kabupaten Melawi, Daerah Pemilihan Melawi IV
adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/5/2019 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 juncto model
DB-1 tentang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam
wilayah pemilihan umum tahun 2019.

2. Bahwa terdapat perolehan suara antara Pemohon dan Partai
Golongan Karya sebanyak 244 suara. Penetapan perolehan suara
yang ditetapkan Termohon tersebut adalah tidak benar karena
diwarnai dengan kecurangan yang sangat serius, yang dilakukan
secara sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan oleh
aparatur Termohon in casu KPU Kabupaten Melawi dengan cara
menggelembungkan perolehan suara partai politik peserta pemilu
dan terhadap Partai Golongan ... di ... dan menggelembungkan ...
mohon maaf, Yang Mulia, dan terhadap Partai Golongan Karya
digelembungkan atau ditambahkan lebih besar dari partai politik
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337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

lainnya. Penggelembungan perolehan suara tersebut dilakukan
melalui dari rekapitulasi tingkat TPS, Formulir DAA-1 sampai tingkat
Kecamatan DA-1.

3. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya
berdasarkan Formulir C-1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 01, Formulir
DAA-1 dilakukan pencermatan sebagai berikut.

Tabel 1. Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya

berdasarkan Formulir C-1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu kolom-kolomnya di anu ... yang perlu-perlu saja. Mana
yang perlu Anda tekankan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu saja disebutkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Jadi, Partai Perindo itu suara keseluruhan atau per caleg, Yang
Mulia, saya sebutkan?

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ha? Secara keseluruhan saja dia ininya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, baik. Suara Perindo di TPS 1 Desa Nusa Kenyikap itu
berjumlah 2. Suara Partai Golkar itu secara keseluruhan 149. Ini menurut

versi C-1 versi Pemohon, Yang Mulia. Ini yang saya bacakan lagi, ini
adalah versi Termohon. Artinya, ada kesalahan jumlah di tingkat TPS 1

(...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, paham itu.
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351.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Terhadap suara Golongan Karya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, terus! Itu yang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kemudian, perolehan suara Pemohon, tabel 2. Perolehan suara
Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA-1 Desa
Nusa Kenyikap di TPS 1, itu tetap suara Partai Perindo 2 (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kemudian, suara Partai Golongan Karya 159. Artinya, ada
penambahan sejumlah 10 suara berdasarkan C-1 yang kami ajukan,
Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Silakan, terus!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan
sebagai berikut. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi
Partai Golkar dan calon di TPS 1 Desa Nusa Kenyikap sebanyak 10 suara.
Berdasarkan Formulir C-1 perolehan suara Partai Golkar dan calon
memperoleh suara sah 149 suara. Akan tetapi, setelah hasil Pleno PPK
Formulir DAA-1 menjadi 159 suara.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu kan yang Anda sebutkan tadi itu, kan?
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360.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya. Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, terus! Mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kemudian, saya ingin menambahkan, Yang Mulia, sebelum
meneruskan, bahwa terkait dengan ... apa nama ... terkait dengan C-1
Plano versi KPU, itu ternyata tidak sesuai dengan DAA-1 yang
berhologram. Artinya, di ... untuk (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di mana itu? Di mana itu Anda? Halaman berapa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Di ini ... apa ... saya kemarin begini, Yang Mulia ... apa ... kemarin
itu kan dari pihak KPU itu mengundang ada LO partai politik peserta
pemilu (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak. Maksud saya berarti di sini belum ada, gitu maksudnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Belum. Belum ada, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Anda menambahkan keterangan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, penambahan keterangan, Yang Mulia. Jadi (...)
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361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu nanti mohon dicatat sama Termohon, ya. Ya, itu
ditambahkan di sini. Terserah nanti Anda memberikan reaksi apa itu. Ya,
silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Baik. Terkait dengan C-1 plano yang berhologram itu pengguna
hak pilih yang sebenarnya itu di TPS Desa Nusa Kenyikap itu untuk laki-
laki berjumlah 111. Akan tetapi, di DA-1 berjumlah 113.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Jadi, bertambah 2 orang. Kemudian, untuk yang perempuan itu
120. Akan tetapi, di DA-1 nya itu berjumlah 123. Artinya, bertambah 3
orang.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

3 orang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kemudian, lanjut kepada jumlah surat suara yang dikembalikan
oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos itu kalau di D ... di C-1 Plano
DPRD yang berhologram itu 6, akan tetapi di DA-1 nya=0. Artinya, hilang
yang itu, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terus konteksnya dengan suara Anda dan suara Golkar apa?
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368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Artinya, kami mencurigai kecenderungan bahwa oknum, artinya
dengan terjadinya hal semacam ini kami mencurigai bahwa mungkin
dengan salah satu cara yang seperti ini kami merasa dirugikan. Karena
antara Perindo dan Golkar hanya selisih 35 suara saja.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu dia persoalannya. Tapi kan, nanti silakanlah itu nanti jadi
pembuktian. Tapi kan, tidak tahu itu suara untuk siapa begitu, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Siap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Semua yang ditambahkan, baik yang berubah jenis kelaminnya
atau bagaimana. Nanti operasi kelamin pula nanti adanya kan, ndak tahu

kita.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, terus yang dalil berikutnya!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, nomor 4. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai
Golongan Karya berdasarkan Formulir C-1 Desa Batu Buil di TPS 01
Formulir DAA-1 dilakukan pencermatan sebagai berikut.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu dianggap dibacakan itu.
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376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kesimpulan saja. Apa yang Anda mau tekankan dari poin di
tabel itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, jadi penekanannya adalah bahwa ... bahwa terjadinya
penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar dan calon di TPS 1 Desa
Batu Buil sebanyak 30 suara.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

30, berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

30 suara, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
30?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

30 suara.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Berdasarkan Formulir C-1 perolehan suara Partai Golkar dan
calon memperoleh suara sah 31 suara. Akan tetapi, setelah hasil pleno di
PPK Formulir DAA-1 menjadi 61 suara.
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385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, itu tabel yang paling bawah itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Yang halaman 7 itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu yang Anda sebut. Terus, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

134-09-

134-09-

134-09-

Kemudian, Nomor 5. Bahwa perolehan ... bahwa perolehan suara
Pemohon dan Partai Golongan Karya terdapat dobel Formulir C-1 di Desa
Nusa Kenyikap. Di TPS 2 Formulir DAA-1 dilakukan pencermatan sebagai

berikut. Ini ada sedikit renvoi, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Yang mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Di sini TPS 1, ini sebenarnya TPS 2, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mana TPS 1 mana itu? Oh, yang di tabel?

134-09-
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394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

134-09-

Yang di tabel. Yang tabel 1.1, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara
dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C-1 pertama Desa Nusa

Kenyikap di TPS 2, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
TPS 02?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sesuai dengan narasi yang di atas, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oke, itu salah ketik saja. Silakan, terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kemudian.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Apa kesimpulannya dari ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kesimpulannya adalah bahwa mengenai selisih suara (...)

134-09-

134-09-

134-09-

134-09-
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403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Yang desa itu Nusa Kenyikap itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Bahwa jumlah selisih suara di atas, Pemohon mendalikan sebagai
berikut. Bahwa terjadinya dobel Formulir C-1 tersebut dan Termohon
menggunakan C-1 kedua, sehingga ada penambahan perolehan suara
bagi Partai Golkar dan calon di TPS 2 Desa Nusa Kenyikap sebanyak 70
suara. Sedangkan, bedasarkan Formulir C-1 pertama perolehan suara
Partai Golkar dan calon memperoleh suara sah 50 suara. Akan tetapi,
formulir C-1 kedua perolehan suara Partai Golkar dan calon memperoleh
suara 70 suara dan setelah hasil pleno PPK, Formulir DAA-1
menggunakan Formulir C-1 kedua dengan perolehan suara Partai Golkar
dan calon memperoleh suara 70 suara. Yang keenam, Yang Mulia (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, berikutnya!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya
terdapat dobel Formulir C-1 Desa Labang (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ini sama kasusnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya. Di TPS 02 dan Formulir DAA-1 dilakukan pencermatan sebagai
berikut.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu dilewati saja. Terus nanti kesimpulannya dari persoalan itu
apa?
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410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kesimpulannya adalah (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Halaman 12 itu, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan
sebagai berikut. Bahwa terjadinya dobel Formulir C-1 tersebut dan
Termohon menggunakan C-1 yang kedua, sehingga ada penambahan
perolehan suara bagi Partai Golkar dan calon di TPS 2 Desa Labang
sebanyak 60 suara. Sedangkan, berdasarkan Formulir C-1 pertama
perolehan suara Pertai Golkar dan calon memperoleh suara sah 113
suara. Akan tetapi, di formulir C-1 kedua perolehan suara Partai Golkar
dan calon memperoleh suara 73 suara. Dan setelah hasil pleno PPK
Formulir DAA-1 menggunakan Formulir C-1 kedua dengan perolehan
suara Partai Golkar dan calon memperoleh suara 73 suara.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, ya, ini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kalau ... saya tambahkan, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Apalagi ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kalau untuk khusus Desa ... TPS 2 Desa Labang itu suara ininya,

Ketua. Yang diambil itu ada ketidaksamaan di C-1 hologram KPU itu
sebanyak 10 suara tidak sesuai dengan yang di DA-1, Ketua.
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417.

418.

419.

420.

421.

422,

423,

424.

425,

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi, itu tambahan keterangan Anda, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ini nanti mohon diberikan reaksi khusus dari Termohon, ya?
Mengapa ada C ... C-1. Pertama C-1. Kedua itu ya, seperti nonton film
silat China itu, ya. Kakak pertama, kakak kedua, gitu ya? Ya, ini gimana

itu ceritanya itu nanti ini? Ya, silakan diteruskan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kemudian,

7. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya
terdapat dobel Formulir C-1, Desa Nusa Kenyikap di TPS 03 (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah ini sama ... anu (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Sama?
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Modelnya sama.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Yang pertama. Yang kedua (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terus, jadi ... jadi analisis Anda itu di halaman 415 jadinya, kan?
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426.

427.

428.

429,

430.

431.

432.

433.

434.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Gimana jadinya itu? Apa poin terakhirnya dari dobel-dobel itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Di halaman 14 khususnya Partai Golkar itu ada renvoi, Yang
Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Yang mana? Yang berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Yang 14.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Untuk Partai tabel 2 itu kan kalau Caleg atas nama Ibu Meli itu
bukan 2, tetapi 0 di situ. Untuk Partai Perindo, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sebentar dulu, sebentar dulu. Tabel berapa? Tabel 2?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Tabel 2.
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435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442,

443,

444,

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Atas nama?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Atas nama Ardimin.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ardimin?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Bapak Ardimin.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tadi Meli. Gimana itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, itu. Ya, itu. Bukan 2 tapi 0, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
0?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jumlahnya berubah, tidak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Tidak, Yang Mulia.

134-09-

134-09-

134-09-

134-09-

134-09-
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445,

446.

447.

448.

449,

450.

451.

452.

453.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh ya, karena itu bisa jumlahnya jadi 12, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Nah, ini salah matematika.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

134-09-

134-09-

Jadi, untuk Partai Golkar itu Partai Golongan Karya itu
berdasarkan ini ... berdasarkan DA-1 suara partainya 9, tapi di sini 2, Pak

Ketua. Jadi, saya renvoi.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Yang mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Yang untuk tabel 2. Masih tabel 2 di bawahnya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Yang kedua itu Partai Golongan Karya itu 9 suara.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Partai Golongan Karya bukan 2 itu?

134-09-

134-09-
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454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

463.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Bukan 2, tapi 9.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
9?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

9. Ini berdasarkan DA-1 nya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ini direnvoi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Kemudian ya, berdasarkan C-1.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

134-09-

134-09-

134-09-

134-09-

Oktavianus, Saudara Oktavianus itu bukan 6, akan tetapi 5.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ini 57

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Bapak Nur Ikhsan Nahari itu bukan 4 tapi 5, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini 5?

134-09-
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464.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

471.

472.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya. Kemudian, Bapak Marsius itu berjumlah=55 suara.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
557

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, bukan 1, Yang Mulia. 55 suara. Jadi, totalnya 74.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Totalnya berapa jadinya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

74, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bukan 13?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Bukan, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

74 jadinya. Ini jauh sekali loncatannya. Tapi nanti silakanlah
Termohon ini  menganukan menanggapi, ya? Silakan! Terus

kesimpulannya? Di halaman 15 itu, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya. Bahwa kesimpulannya bahwa mengenai selisih suara di atas
Pemohon mendalilkan sebagai berikut.
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473.

474.

475.

476.

Bahwa terjadinya dobel Formulir C-1 tersebut dan Termohon
menggunakan C-1 yang kedua sehingga ada penambahan perolehan
suara bagi Partai Golkar dan Calon di TPS 3 (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Nusa Kenyikap?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Desa Nusa Kenyikap sebanyak=74 suara. Sedangkan
berdasarkan Formulir C-1 pertama yang sesuai dengan situng KPU RI itu
perolehan suara Partai Golkar adalah=0. Nihil. Akan tetapi, di Formulir C-
1 kedua perolehan suara Partai Golkar dan Calon memperoleh suara=74
suara. Dan setelah hasil pleno di kecamatan di PPK, Formulir DAA-1
menggunakan Formulir C-1 yang kedua dengan perolehan suara Partai
Golkar yang Calon memperoleh suara=74 suara.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

8. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Pemohon telah melakukan
keberatan pada Model DB-2 tentang keberatan saksi atau catatan
kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tingkat Kabupaten Kota Pemilihan Umum 2019 yang mengajukan
keberatan ke Bapak Supriyadi selaku saksi Partai Perindo ditanda
tangani. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di
atas Pemohon mem ... Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
97/PL.018KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam
pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk Pemilihan
Anggota DPRD Kabupaten Melawi sepanjang perolehan suara Pemohon
dan Partai Golongan Karya pada daerah pemilihan Melawi IV Kecamatan
Belimbing, yaitu Partai Persatuan Indonesia sebesar=918 suara. Partai
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477.

478.

479.

480.

481.

482.

483.

Golongan Karya=1.390, itu mohon maaf, Yang Mulia. Saya renvoi itu

yang benar itu=1.564, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
1.000?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

1.564.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
1.564 suara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

134-09-

134-09-

134-09-

Yang ketiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk
Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Melawi di
Daerah Pemilihan Melawi IV, Kecamatan Belimbing berdasarkan Form
DB-1 yang dicetak dibagikan kepada saksi partai politik dan telah

disahkan diketuk palu pada tanggal 5 Mei 2019, sebagai berikut.

Partai Persatuan Indonesia sebesar 918 suara.
Partai Golongan Karya sebesar 1.390 suara.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terus?
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484.

485.

486.

487.

488.

489.

490.

491.

492.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tidak ada renvoi lagi yang lain?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Jadi, terkait dengan penambahan bukti.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, penambahan bukti nanti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Nanti.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Renvoi di ini ... di naskah perbaikan permohonan Anda ada ndak
lagi? Apa cukup itu yang Saudara sampaikan sekalian sambil baca tadi

itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya ... ya, betul.
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493.

494,

495.

496.

497.

498.

499.

500.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Cukup itu saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Cukup, cukup yang itu saja, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa
catatan berkaitan dengan permohonan ini. Pertama, saya mau ... anu ...
soal Surat Kuasa dahulu, biar pasti ini, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Siap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu pada tanggal 24 Mei Anda memberikan ... kami menerima
Surat Rekomendasi dari Perindo atas nama Supriyadi dan Surat Kuasa
Khusus kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H. dan kawan-kawan.
Kemudian, pada tanggal 28 Mei diterima juga surat pencabutan kuasa
yang ditandatangani oleh Supriyadi yang menyatakan bahwa Pemberi
Kuasa yaitu Supriyadi menarik kembali seluruh Kuasa kepada Ricky
Kurnia Margono dan kawan-kawan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Siap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tanggal 29 Mei 2019 lagi kami terima Kuasa Nomor 001/PHPU
dan seterusnya dimana pemberi Kuasa, Supriyadi, memberi Kuasa

kepada Saudara Yuventus, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
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501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Siapa Yuventus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Saya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Yuventus, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan sebagai Kuasa
Hukum dan Surat Kuasa Khusus dari DPP Partai Perindo kepada

Yuventus, S.H, M.Hum dan kawan-kawan. Itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kronologinya seperti itu. Terus, di dalam perbaikan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang diajukan itu ... ya. Itu tertulis memberi Kuasa kepada
Yuventus, S.H, M.Hum dan Mohammad Nadzib Asrori, S.H, M.Hum,

betul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Betul.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, yang perlu kami konfirmasi itu begini. Bahwa dalam Surat
Kuasa Khusus itu tercantum 4 nama Kuasa Hukum yaitu selain nama
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510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

Yuventus dan Mohammad Nadzib Asrori tadi itu, ada nama Yudhistira
Ihsan dan Mohammad Sofyan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetapi dalam permohonan hanya ditulis dan ditandatangani oleh
Yuventus dan Nadzib Asrori saja. Jadi, yang 2 Kuasa yang lain ini
bagaimana? Yang Yudhistira Ihsan sama Mohammad Sofyan itu? masih
ikut ataukah bagaimana? Karena ini nanti akan berkaitan dengan cara
penulisan kami di duduk perkara.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Karena ... karena sesuai dengan di permohonan itu 2 saja yang

(...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
2 saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Yang Bapak Supriyadi.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu, tapi di (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Memang oleh Ketua DPP Partai Perindo itu memberikan 4, ya, tapi

(...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh. Tapi?
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519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Tetapi oleh Pak Supriyadi itu memberikan Kuasa kepada kami
berdua. Ya, kan? Tapi dengan ini ... apa ... dengan catatan bahwa 2
rekan kami itu yang dari DPP itu memang ... dia memang sempat
menyampaikan kepada saya, memang saya tidak ... apa istilahnya ...
belai ... berada di layar belakang saja, begitu. Artinya, kami tidak (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak ... ndak yang perlu kami tegaskan itu dahulu. Bukan cerita
itu yang perlu kami tegaskan itu. Dia masih tetap jadi Kuasa atau tidak?
Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Enggak, enggak.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ha? Tidak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tidak ikut jadi Kuasa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Tidak ikut jadi Kuasa.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini pernyataan dalam persidangan, ya?
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527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tidak ikut jadi Kuasa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

134-09-

134-09-

Nanti kalau ada problem honor, Anda yang tanggung jawab itu.
Dicoret nama orangnya itu. Ya, itu yang catatan saya. Itu Perindo Nomor

Urut berapa sih? Di ... di Pemilihan Umum?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Pemilihan Umum (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Peserta Nomor Urut berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Nomor Urut 9, Yang Mulia. Cantik nomornya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ha? Nomor Urut 9?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.

134-09-

134-09-

134-09-
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536.

537.

538.

539.

540.

541.

542.

543.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ganti, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ha?
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Karena Anda tidak menyertakan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Masih Nomor Partai. Nomor Partai itu selalu 9.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Nomor Partai waktu peserta Pemilu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya. Nomor 9.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nomor 9? Ndak ini ... soalnya ndak disertakan SK-nya itu di dalam
... apa namanya ... dalam permohonan, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Siap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sama SK penetapan sebagai peserta Pemilu itu. Sebenarnya ini
penting disampaikan itu, nomor ... bahwa partai ini adalah partai peserta
Pemilu, kemudian bahwa partai ini peserta Pemilu dengan Nomor Urut
sekian. Mengapa itu penting? Kan nanti kalau ada partai politik yang
mengajukan permohonan ke sini, tapi dia bukan peserta pemilu, kan dia
tidak punya legal standing dia. Itu loh.
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544,

545.

546.

547.

548.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Betul.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Makanya jangan diremehkan. Oleh ... meskipun itu tampak kecil,
gitu ya, itu ... ya tidak bisa di begitu saja. Sekarang catatan untuk bukti.
Nanti ... nanti ada juga tambahan dari, Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya
dengan ... atau Bapak dahulu? Saya selesaikan dahulu deh, kalau begitu
untuk bukti dahulu.

Mohon diperhatikan, ya? Dari bukti yang Anda serahkan itu di
dalam Bukti P-2.2 itu tercatat ... terbukti C-1 dan Formulir DAA-1 TPS 1
Desa Nusa Kenyikap, namun di alat bukti itu hanya di fisiknya
maksudnya, hanya model C-1 saja tanpa lampiran DAA-1. Jadi, ada
perbedaan antara keterangan di daftar bukti dengan bukti fisiknya, ya.
Itu nanti di ... diperbaiki, ya? Di belakang. Sudah dicatat, ya? P-2 ...
P.2.2.

P.3.2 ini ada tercatat di daftar bukti, alat Bukti C-1 dan Formulir
DAA-1 TPS 1 Desa Batu Buil, namun di dalam bukti fisik itu hanya model
C-1 tanpa terlampir DAA-1 nya seperti yang disebutkan itu, begitu.
Sudah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Sudah (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Nanti di ... diselesaikan urusan itu. Sementara itu, P-1 sampai P-2,

P-3, kemudian P-4 sampai dengan P-16 tidak ada persoalan, bisa kita
kami ... sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, yang dua itu tolong di ... diselesaikan dulu, ya? Nah, itu
selesaikan urusah utang-piutang itu sebelum ini ya. Yang Mulia Pak
Suhartoyo ada catatan lain?

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya ini dari Kepaniteraan, Anda kan, menyerahkan surat kuasa ya

(..
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549.

550.

551.

552.

553.

554.

555.

556.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang perorangan dan partai, ini maksudnya apa? Sementara Anda
mengajukan ini ... mengajukan untuk kepentingan partai atau

perorangan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Karena begini, Yang Mulia. Bahwa memang awal itu kita melalui
LBH partai ya kan, Yang Mulia. Kemudian itu sempat mendatangkan
kuasa dan seiring berjalannya waktu, ya kan, kemudian ada sedikit
ketidakcocokan dalam hal berkomunikasi, ya kan, kemudian (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

LBH itu mengundurkan diri, menarik diri dari surat kuasa.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
LBH yang mana ini yang Anda maksud?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

LBH Partai Perindo. Oleh sebab itu, dipertegas lagi dalam
pencabutan kuasa, ya kan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi Anda kan, mendapat kuasa dari DPP Partai ini (...)
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558.

559.

560.

561.

562.

563.

564.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Karena kita non ini ... dari luar LBH, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Jadi, dari ... bukan dari pihak partai?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Bukan dari LBH partai (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, maksud saya bukan itu. LBH partai itu menguasakan kepada
siapa pun tidak masalah. Boleh lembaganya in house-nya boleh, bisa
juga hadir dari lain juga tidak apa-apa, termasuk mau ambil dari Anda
yang berasal dari Kalimantan Barat memang secara substansi kan,
memang Anda lebih menguasai kan, sebenarnya begitu. Itu kan, urusan
internal partai, cuma persoalannya kan, Anda kemudian membawa surat
kuasa itu dua, mewakili Supriyadi secara perseorangan dan mewakili
partai. Nah, sekarang Anda yang firm yang mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Jadi begini, Yang Mulia. Kemarin itu sempat saya berkonsultasi
kemudian saya sedikit bincang-bincang sama Pak Panitera, Pak Muhaidin

(...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Pak siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Pak Muhaidin kalau tidak salah ... Wahidin (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Muhaidin siapa?
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568.

569.

570.

571.

572.

573.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Panitera ... panitera (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Pak Wahidin (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Jadi, saya coba sedikit ... apa ... membuka sedikit omongan, ya
kan, kemudian saya mohon petunjuk dari pada ini, kemudian, oh, tidak
ada masalah, kemudian dicabut saja kuasanya, kemudian masukkan
kuasa baru, begitu. Oleh sebab itu (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masuk ... masukkan kuasa baru maksudnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, artinya (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Artinya yang lama dianggap tidak berlaku?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Yang ... yang LBH yang 16 orang itu, Yang Mulia (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya itu Klir ... itu sudah klir tidak usah disebut-sebut lagi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Yaitu ... itu (...)
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577.

578.

579.

580.

581.

582.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekarang secara existing kan, ada dua ini. Yang dari Supriyadi
dan dari Hari Tanoe, itu loh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Karena yang dari partai kan ... yang dari partai yang dipakai, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dari partai?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Dari partai (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang Supriyadi, tidak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Tidak.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ini perorangan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, perorangan (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Anda mengajukan mewakili Supriyadi, kemudian ini
syaratnya lebih lengkap lagi, harus ada rekomendasi. Tapi kalau dari
partai karena yang memberi kuasa adalah sudah pengurus partainya,

otomatis tidak perlu rekomendasi. Meskipun di dalam substansi
permohonan Anda itu, Anda juga akhirnya mencampur-campur antara ini
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583.

584.

585.

586.

587.

588.

589.

dengan partai atau dengan Pak Supriyadi kan, tumpang tindih di situ,
tapi itu menjadi persoalan penilaian tersendiri. Ini kami menegaskan ada
dua surat kuasa, yang satu dari Pak Supriyadi ... tanggalnya sama
termasuk dari Perindo itu. Jadi, ini ditarik yang satu yang Supriyadi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Yang Pak Supriyadi.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Betul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ada Supriyadi, tidak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Pak Supriyadinya masih di Kabupaten Melawi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya sudah, nanti kalau ada urusan selanjutnya, ya kan, jadi
masalah. Ini kan, bisa panjang kalau kuat ... surat kuasa, kemudian di
luar Anda mengatakan masih ... apa ... masih ada hubungan hukum,
terus tidak Anda putus, sementara di sini Anda katakan sudah diputus.
Kan, nanti itu urusan internal Anda dengan klien Anda, kan. Tapi sudah

(crr)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ini jadi begini, Yang Mulia, konsepnya awalnya itu bahwa saya
mendapat ... mendapat itu kuasa dari Bapak Supriyadi itu sejak di
daerah. Kemudian, di Jakarta mengajukan permohonan di Mahkamah
Konstitusi itu kan, harus mendapat (...)
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594.
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596.

597.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Persoalnya banyak dan sudah paham sudah bisa menangkap apa
yang Anda sampaikan. Ini persoalnya kan, banyak. Secara personal ingin
mengajukan secara perseorangan, tapi kemudian terbentur. kadang-
kadang partai tidak menghendaki seperti itu (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Betul, itu yang saya maksud (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Semua diakomodir oleh partai (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, sekarang Anda tidak memberikan kepastian soal bagaimana
surat kuasa yang pernah Anda ajukan mewakili Supriyadi, sementara
partai kemudian menghendaki, sudah, diakomodir partai saja, partai
yang mengajukan. Kan yang terjadi kebanyakan seperti itu. Jadi, ditarik
yang Pak Supriyadi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda tidak tegas soalnya. Tarik, ya? Oke ini ... ini kami cover di
Risalah sidang. Ya, itu saja, Pak Ketua.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini mengapa kami ini ...
Saudara, mohon didengarkan, ya. Mengapa kami perlu menegaskan soal

begini, itu nanti ada risiko hukumnya dan Anda tahu itu. Kalau
permohonan intern ... yang berkaitan dengan internal, atau yang
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598.

599.

600.

diajukan oleh perorangan itu kan ada syarat. Harus mendapat
rekomendasi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gitu. Nah, kalau diajukan oleh partai politik itu tidak perlu
rekomendasi itu, kan gitu. Nah, tidak boleh membuat permohonan di
antara, in between, itu enggak jelas jenis kelaminnya itu. Nanti
bagaimana nanti tanggapannya nanti di ... di ... di dalam mem ...
perlakuan terhadap permohonan itu menjadi tidak jelas karena tidak ...
tidak demikian aturan hukum acaranya. Tapi karena tadi sudah
ditegaskan ini sebagai permohonan parpol, maka tentu ya, itulah yang
akan jadi nanti diperlakukan oleh Mahkamah. Terlepas dari apa isinya di
dalamnya, nanti itu terserah kepada Pemohon, Termohon dan Pihak
Terkait untuk menanggapi itu.

Nah, itu yang akan kami perlakukan sebagai permohonan dari
partai politik, bahwa di situ ada tersangkut paut nama Supriyadi
dalamnya, mungkin calon yang berkepentingan di urusan itu. Itu urusan
di internal partai politik. Kami akan memperlakukan permohonan ini
seperti itu. Sebab kalau perorangan, biasanya kan, bersengketanya
dengan ... dengan ... apa namanya ... sesama anggota caleg dari 1
partai, makanya perlu rekomendasi itu.

Oleh karena itulah, jadi ... padahal PMK kami sudah jelas
sebenarnya mengapa kalau partai politik itu, ini formatnya. Kalau
perorangan dalam 1 partai, ini, ini formatnya. Tapi ini karena mungkin
calon perorangan dari 1 partainya yang ngebet, kemudian partainya
menganggap bagaimana gitu, ndak perlu, lalu maju sendiri-sendiri. Nah,
ini yang jadi persoalan, karena jadi ... jadi tidak sesuai dengan hukum
acara. Itu saya ingatkan saja, bukan untuk Anda saja, tapi untuk semua.
Karena banyak yang seperti itu. Dan setiap saat juga harus kami
ingatkan walaupun kami lelah juga mengingatkan hal-hal yang begini
sebenarnya karena sudah tertuang jelas dalam Hukum Acara. Baik,
terima kasih, Pak Yuventus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Siap.
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601.

602.

603.

604.

605.

606.

607.

608.

609.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sampai kita ketemu di Liga Seri A. Ya, kemudian sekarang dari
Partai Beringin Karya, belum hadir sampai sekarang, ya? Ya, saya ndak
tahu ini ... mungkin kami akan lakukan penilaian tersendiri terhadap
ketidakseriusan semacam ini. Lalu, dari Partai Demokrat. Ya, silakan
mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk kembali memandu ini.
Demokrat dulu, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Assalamualaikum wr. wb.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya harus merujuk dengan permohonan Anda ... saya cari
Demokrat dulu. Ini Demokrat ada berapa permohonan? Berapa dapil?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Dua, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Dua, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dua dapil. Petitumnya 1 atau 2?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Dua, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua petitum?
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610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dua petitum. Masing-masing dapil dipecah, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dibuat petitum. Terus ada renvoi, tidak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Renvoi terkait kewenangan Mahkamah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Mengenai apa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Di halaman 4 poin 2 itu tertulis sampai dibentuknya Badan
Peradilan Khusus, itu saja, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wah, saya dapat ilmu baru, ya. Ya, itu di pilkada itu di Pasal 157
Undang-Undang Pilkada. Banyak teman-teman yang ... mestinya ketika
ikut bimtek, itu harus dibedakan antara pilkada dengan pilpres dan pileg.
Peradilan khusus itu hanya untuk kewenangan Mahkamah yang sifatnya
sementara, sampai dibentukkan peradilan khusus. Kalau pileg dan pilpres
ini kan, turunan dari Konstitusi. Jadi, sifatnya permanen, sepanjang tidak
diamandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Baik, jadi ... jadi
itu dianggap tidak ada ya, Pak, ya?
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618.

619.

620.

621.

622.

623.

624.

625.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Tidak ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Tentang kewenangan ... halaman 4, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka 2, Pak. Kekuasaan kehakiman ... sudah. Ini juga
sebenarnya ... oke. Langsung kepada dalil-dalil pokok permohonan, Pak.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia. Untuk dan atas nama Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, dengan ini tim advokasi mau
membacakan permohonan terkait tentang perselisihan di Kalimantan
Barat. Untuk pengisian DPRD di Provinsi Kalimantan Barat atas nama
Markus Amid, Dapil V, Nomor Urut 1, Yang Mulia. Untuk dapil tidak
terbaca, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapil tidak terbaca gimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Karena tidak ada angkanya, Yang Mulia. Jadi, tidak bisa dibaca ini,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapil V, Nomor Urut 1? Ini? Kok enggak terbaca? Bagaimana?
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626.

627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.

634.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Markus Amid, Dapil V, Nomor Urut 1.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Betul? Dapilnya yang tidak terbaca?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Oh, ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang tidak ada isinya atau kosong ini? Karena kosong itu jadi
tidak bisa membaca kita.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Oh.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana pertanggungjawaban Anda dengan dalil itu? Kemudian
narasi ... tidak bisa dinarasikan di tabel.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Jadi, nara ... narasi-narasi terkait tentang dalil itu, dari caleg yang
bersangkutan sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam
perbaikan yang (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Yang bersangkutan tidak mengirimkan isi daripada tabel itu.
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635.

636.

637.

638.

639.

640.

641.

642.

643.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wah. Bahaya ini kalau ada implikasi yang lain tidak ini? Bisa
setengah harga kalau begini, kan? Ya enggak apa-apa. Itu urusan Bapak,
lah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Jadi, tetap ini (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Berarti ndak bisa dipertanggungjawabkan dong, dalil ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Kalau tabel, tidak, Yang Mulia. Hanya 1 argumentasi saja yang
kita bacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan, kalau bicara angka bagaimana? Oh, angka
dinarasikan di bawah ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Silakan nanti bersama (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau enggak, itu urusan Anda dengan KPU, lah. Oke, lanjutkan,
Pak!
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644.

645.

646.

647.

648.

649.

650.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik. Bahwa hasil perhitungan Pleno KPUD Kabupaten Landak,
perolehan suara Partai Demokrat sebesar 19.987 suara. Sedangkan
perolehan suara Partai PDI Perjuangan di dapil tersebut memperoleh
sebanyak 20.481 suara.

Bahwa hal tersebut patut diduga PDIP melakukan
penggelembungan suara sehingga perolehan suara Partai Demokrat yang
seharusnya mendapatkan kursi ke 5 menjadi tidak mendapatkan kursi
karena adanya penggelembungan yang ... suara yang dilakukan oleh PDI
tersebut.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Berdasarkan seluruh wuraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi berkenan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan per ... permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Termohon untuk PSU di seluruh Kabupaten di
Kabupaten Landak.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Terus, sekarang lanjut, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Yang Alosius ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Betul, Yang Mulia.
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651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, Anda menuduh orang melakukan penggelembungan, tetapi
tidak menyebut modusnya seperti apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Begitulah, Yang Mulia, keadaannya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Ya, oke. Oh ada ... tapi bukan karena ada harga ada
rupa kan ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Bukan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Bukan, ya? Oke. Ayo yang Alosius.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia. Persandingan perolehan suara partai politik
untuk pengisian anggota DPRD Ketapang di Dapil II, untuk tabel 1
dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wah. Kalau Alosius ini agak settle ini ... anu ... hubungannya
dengan lawyer ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan datanya lengkap, tabelnya.
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660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

661.

662.

Ya. Langsung ke poin 3, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi terhadap Form DAA-1

DPRD Kabupaten Ketapang, Kecamatan Simpang Hulu, Daerah Pemilihan
Ketapang 2, Provinsi Kalimantan Barat oleh Termohon pada 8 desa dari
15 Desa yang ada di Kecamatan Simpang Hulu.

4,

5.

10.

11.

Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi Partai Hanura di
Desa Kualan Hulu sebanyak 70 suara. Bukti P-5 sampai dengan P-12.
Bahwa terdapat penambahan suara bagi Partai Hanura di Desa
Kualan Tengah sebanyak 21 suara. Bukti P-13 sampai dengan P-26
berdasarkan Form C-1.
Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi partai Hanura di
Desa Kualan Hilir sebanyak 73 suara. Bukti P-27 sampai dengan P-39
berdasarkan Form C-1.
Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi partai Hanura di
Desa Merawa sebanyak 32 suara dikarenakan kekeliruan perhitungan
dalam DA-1 Kecamatan oleh panitia penyelenggara Kecamatan
Simpang Hulu berdasarkan P-40 sampai dengan P-47 Form C-1.
Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi partai Hanura di
Desa Semandang Hulu sebanyak 4 suara. Bukti P-48 sampai dengan
P-51 berdasarkan Form C-1.
Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi partai Hanura di
Desa Paoh Concong sebanyak 14 suara. Bukti P-53 sampai dengan
P-57 berdasarkan Form C-1.
Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi partai Hanura di
Desa Balai Pinang Hulu sebanyak 25 suara. Bukti P-58 sampai
dengan P-63 berdasarkan Form C-1.
Bahwa terdapat penambahan perolehan suara bagi partai Hanura di
Desa Botuh Bosi sebanyak 8 suara. Berdasarkan bukti P-64 sampai
dengan P-71 berdasarkan Form C-1.

Tabel 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian juga tabel 3

dianggap dibacakan. Langsung ke halaman 15, Yang Mulia. Tabel 5.

Bahwa perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan

DPRD Kabupaten Ketapang Dapil II, jika diperkenankan, kami bacakan,
Yang Mulia.
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663.

664.

665.

666.

667.

668.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ... yang berkaitan saja seharunya. Tapi kalau mau Anda

bacakan, bacakan gapapa.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
26 suara ... 16 partai ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Bacakanlah!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 301 suara.
mendapatkan 6.784 suara.

PDIP mendapatkan=5.632 suara.

Partai Golkar mendapatkan=5.317 suara.

Partai Nasdem mendapatkan=2.025 suara.

Partai Gerakan Perubahan Indonesia mendapatkan=25 suara.
Partai Berkarya mendapatkan=978 suara.

Partai PKS mendapatkan 28 suara.

Partai Persatuan Indonesia mendapatkan=1.954 suara.
10. PPP mendapatkan 4.250 suara.

11. PSI mendapatkan 19 suara.

12. PAN mendapatkan 343 suara.

13. Partai Hanura mendapatkan 3.499 suara.

14. Partai Demokrat mendapatkan 3.625 suara.

15. PBB mendapatkan 13 suara.

16. PKPI mendapatkan 9 suara.

OCOoONOUhWNE

58-14-

58-14-

58-14-

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan
berikut.

sebagai
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669.

670.

671.

672.

673.

674.

675.

—

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan keputusan KPU dan selanjutnya diangap dibacakan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk
pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di daerah pemilihan sebagai
berikut.

Perolehan suara Pemohon untuk pengisian DPRD Kabupaten

Ketapang Dapil II dianggap dibacakan, Yang Mulia.

A

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini atau
apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baik. Lebih lengkap, ya, petitum yang kedua, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, koreksi dari kami, dari Mahkamah, surat kuasa ini yang
firm masih yang ramai-ramai itu 17 orang atau hanya Bapak dan Bapak

Domoli Silalahi atau (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Yang masih ramai-ramai tertanggal 21 Mei, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau begitu nanti supaya tanda tangan, ya!
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676.

677.

678.

679.

680.

681.

682.

683.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ini yang tanda tangan cuma berdua, Bapak dan Pak Domoli
Silalahi ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian surat kuasa khusus asli bermaterainya belum
diserahkan kepada Mahkamah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Untuk yang asli surat kuasa ikut dengan yang Aceh, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Aceh? Mestinya harus dilampirkan. Paling tidak yang dilegalisir
kalau memang ... terus Anda mengutamakan yang Aceh maksudnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Bukan, pada saat pengajuan waktu itu berkas yang lengkap Aceh.
Jadi, kita lampirkan di dalam permohonan yang di Provinsi Aceh, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Jadi, di sini kurang ... kurang kuat Anda dasar surat kuasanya
kalau cuma fotokopi. Mesti ... kenapa tidak dibuat dipecah saja untuk

mengajukan permohonan Aceh dan Kalimantan Barat, misalnya ketika
membuat surat kuasa?
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684.

685.

686.

687.

688.

689.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Pada saat itu surat kuasa dibuat satu, satu-kesatuan karena
waktu itu permohonan dibuat global, Yang Mulia. Sebelum (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tapi akhirnya, kan Anda di dalam representasikan di dalam
permohonan, kan justru malah menyebut orang, kan kemudian menjadi
tidak linier dengan partai yang sebenarnya itu memperjuangkan dapil
dan suara, tapi stressing Anda di permohonan menjadi orang. Itu
artinya, bagaimana kalau kemudian ketika membuat surat kuasa itu
berdasarkan wilayah atau dapil dan suara partai bukan orang, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti disuruh tanda tangan yang lain, kemudian kami diberikan
surat kuasa yang paling tidak ditunjukkan kepada Kepaniteraan yang
asli, kemudian yang Bapak punya itu dilegalisir saja yang untuk ... kalau
tetap dipertahankan yang ... yang Kalimantan Barat menggunakan yang
kopian.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya? Oke. Mungkin hanya itu, Pak Ketua yang ... ya, ini seperti
yang disampaikan Pak Ketua tadi banyak teman-teman lawyer ini tidak
pernah ... bukan tidak pernah tidak melengkapi bahwa ada surat
keputusan KPU yang menjelaskan tentang partai adalah peserta pemilu
dan partai dengan nomor urut berapa. Itu kan masing-masing KPU
punya surat keputusan, di samping kemudian yang terakhir adalah surat
keputusan tentang perolehan suara itu yang 987 yang Anda challenge
itu. Itu, Pak Ketua. Terima kasih.
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690.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

697.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, Pak Dr. Suhartoyo. Catatan
terhadap bukti yang Anda serahkan ini ada di sini untuk Kalimantan
Barat Anda menyerahkan bukti ... apa namanya ... Dapil DPRD Provinsi
Kalimantan Barat V, ya? Anda menyerahkan bukti P-1 sampai dengan P-
44, betul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu ada persoalan di daftar bukti P-33 nya, ya? Untuk P-33 itu
tertulis Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila. Namun, dalam
alat bukti itu tercantum Desa Mamek, Kecamatan Menyuke. Itu gimana

itu yang anunya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Jika diperkenankan (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti diperkenankan, makanya saya tanya nanti diperbaiki di
belakang, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Siap, Yang Mulia!
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, supaya sama perlakuannya juga dengan yang lain juga.
Kemudian untuk Dapil Ketapang II, Anda mengajukan Bukti P-1 sampai

dengan P-72, betul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Betul, Yang Mulia.
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698.

699.

700.

701.

702.

703.

704.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ini tidak ada persoalan. Sudah lengkap dan kami bisa sahkan.

KETUK PALU 1X

Yang tadi itu, yang untuk Dapil Kalimantan Barat V, P-1 sampai
dengan P-44, kecuali yang P-33 yang masih berbeda antara judul dengan
isi itu, nanti mohon diselesaikan, selain itu bisa kami sahkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-14-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian untuk Partai Demokrat ini sudah bisa kita lewati,
sudah selesai dan selanjutnya kita masuk ke perkara selanjutnya 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Gerindra mohon berkenan, Yang
Mulia, Pak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu permohonan ini,
terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Gerindra ini berapa
permohonannya? 2?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, 2 majelis.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Yang pertama, yang perbaikan yang 31 Mei yang diregister 1 Juli.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya. benar, Yang Mulia.
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705.

706.

707.

708.

7009.

710.

711.

712.

713.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Yang kedua perbaikan yang 17 Juni?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Yang kami pakai tanggal 31 Mei 2019.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
31 Mei?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Jadi, semuanya 31 Mei?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, ya.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang lewat waktu yang tidak bisa, ya. Ya, silakan! Yang pertama
dulu ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, yang pertama.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan! Kembali pada langsung dalil-dalii dan pokok
permohonannya, ya.
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714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Sebelum kami membacakan terkait dengan permohonan perselisihan
pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Gerindra, khusus untuk Provinsi
Kalimantan Barat yang dimohonkan 2 permohonan, yaitu pertama untuk
atas nama Pemohon Katherine A. OE di Kalimantan Barat dan Dapil
Kalimantan Barat I dan yang kedua untuk atas nama Pemohon dari
Hendri Makaluas Kalimantan Dapil VI.

Sebelum kami bacakan, kami sampaikan terkait dengan
permohonan tersebut, yaitu khususnya untuk Pemohon yang dalam hal
ini atas nama Pemohon Hendri Makaluas selaku Prinsipal yang hadir
pada hari ini. Untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi terkait
Kalimantan Barat Dapil VI. Dalam hal ini kami menyampaikan informasi
kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia terkait dengan putusan
Bawaslu tertanggal 7 Juli 2019. Dimana terjadi koreksi pada putusan
tersebut atas perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan
dalam permohonan kami pada hari ini. Sehingga untuk itu, atas putusan
tersebut kami ... kami nanti akan lampirkan sebagai bagian pada
kesatuan ini untuk dapat ditetapkan di dalam hal permohonan kami
sebagaimana dalam putusan tersebut yang terkait dengan permohonan
perolehan suara Pemohon pada putusan yang ter ... terlaksana tersebut.
Untuk itu ... ya tanggal 7 Juli.

Jadi, saya bacakan terkait dengan putusan amarnya adalah
putusan pengawas pemilu bahwa berdasarkan fakta persidangan dan
fakta hukum majelis memeriksa memutuskan:

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah meyakinkan melakukan
pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme
dengan memberikan salinan Formulir Model DAA-1 sesuai ketentuan
peraturan ketentuan perundang-undangan.

2. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melaks
melakukan koreksi pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Model DAA-1 DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD
Provinsi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 19 desa,
yaitu di Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Malobok, Bukti Jaya, Kuala
Buayan, Meranggau, Meliau, Hulu, Melawi Makmur, Sungai
Kembayau, Kunyil Baru, Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Melau ...
Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang,
Pampang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan
formulir DAA-1 plano DPRD Provinsi.

3. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan
putusan ini selambat-lambatnya 2 hari sejak dibacakan.
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715.

716.

717.

718.

719.

720.

721.

722.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu anunya tadi dari Bawaslu? Ya, nanti Bawaslu mohon untuk
memberikan reaksi terhadap itu, ya? Ini karena khusus dibacakan di ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Yang sesuai putusan dengan putusan KPU, sebagaimana dalam
Berita Acara yang Berita Acara rapat ... Berita Acara Rapat Pleno Nomor
35/PY.01.1-Berita Acara/6103/KPU-Kabupaten/VII/2019.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak, saya tanya dahulu. Nanti ini akan Bapak tambahkan sebagai
alat bukti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya. Ini saya tambahkan sebagai alat bukti.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Sudah, kalau begitu enggak usah dibacakan itu, nanti diini
kan,.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Untuk itu, terkait dengan permohonan yang kami sampaikan
berdasarkan hasil keputusan KPU tersebut, sebagaimana yang saya
sebutkan ini, kami mintakan kepada Majelis untuk bisa menetapkan
terkait dengan permohonan sebagaimana yang sudah kami ... yang akan
kami lampirkan di dalam bukti tambahan.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi sebelum dilampirkan, terlebih dahulu Bapak berapa sudah
bikin rangkap berapa itu, Pak?
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723.

724.

725.

726.

727.

728.

729.

730.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Saya bikin rangkap sesuai dengan ketentuan, rangkap 4, lengkap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Sudah teregistrasi sama (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sementara bisa kami lihat? Mohon petugas bisa diambil satu
dahulu, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti yang akan disertakan sebagai bukti tambahan itu lain. Satu
saja dahulu, Pak, untuk kami lihat. Ya, ya, terima kasih. Ya, terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Hal mana di dalam vyang kami bacakan tersebut untuk
permohonan kami atas nama Bapak Hendri Makaluas sebagaimana
dalam petitumnya nomor 3, untuk itu kami mintakan kepada Maijelis
dalam rangka menetapkan upaya-upaya hukum yang sudah dilakukan ...
dilakukan oleh Pemohon sebelum dilakukan permohonan kepada
Mahkamah untuk bisa ditetapkan di dalam putusannya. Kemudian, kami
akan membacakan terkait dengan permohonan atas nama Katherine A.
OE.
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731.

732.

733.

734.

735.

736.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Katherine?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-

Katherine A. OE, ya, untuk Kalbar Dapil I.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya. Ke dalil-dalil dan pokok permohonan saja, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya. Dari pokok permohonan. Yang Mulia, yang saya hormati.
Persandingan perolehan suara calon anggota DPR Republik Indonesia
atas nama Katherine A. OE, Nomor Urut 1, menurut Termohon dan
Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Republik Indonesia Provinsi
Kalimantan Barat, Dapil Kalimantan Barat I, sebagaimana dalam tabel

(...)
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas,
disebutkan dalil-dalil sebagaimana yang kami sebutkan sebagai berikut.
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari bukti-bukti C-1 KWK, DAA-1,
DA-1, DB, dan DC terdapat temuan-temuan yang merugikan suara
Pemohon. Dengan demikian, temuan tersebut dapat terlihat jelas bahwa
suara Pemohon berkurang dan hilang sebanyak 522 suara, serta adanya
indikasi yang terlihat jelas akan perolehan suara calon anggota DPR
Republik Indonesia Kalimantan Barat I Nomor Urut 2, yaitu Ir. H. Yusid
Toyib, M.Eng., SC., bertambah sebanyak 420 suara, serta ada indikasi
yang terlihat jelas pula yang masuk ke Partai Gerindra berkurang dan
berpindah sebanyak 69 suara. Terkait dengan pemeriksaan bukti-bukti
tersebut di atas pada dalil pertama, yaitu di Kecamatan Bengkayang,
Kelurahan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi (...)
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737.

738.

739.

740.

741.

742.

743.

744.

745.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Itu dalilnya sampai (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya. Dalil (...)
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
131, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, betul.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Kami anggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

154-02-

154-02-

154-02-

154-02-

Untuk yang terkait dengan dalil tersebut serta bukti-buktinya DAA,

C-1, DA-1 untuk TPS sampai dengan nomor bukti ...
dianggap ... 121 dianggap (...)

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya ... ya.

Nomor 115

98



746.

747.

748.

749.

750.

751.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Bahwa oleh karena Pemohon memohon kepada Majelis Konstitusi
untuk menetapkan perolehan suara versi Pemohon sebagaimana
persandingan di atas. Kemudian, kami menginjak kepada petitumnya.
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut. Yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan
Keputusan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-
KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemiihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21
Mei 2019 sepanjang di Daerah Pemilihan anggota DPR Provinsi
Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat I.

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon
untuk pengisian keanggotaan DPR Kalimantan Barat Dapil
Kalimantan Barat I sebagai berikut. Nama Calon Katherine A. OE
sebagaimana perolehan suara=35.764 (...)

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Yang milik Pemohon ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, sebagaimana dalam tabel.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak ada perubahan ya?
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752.

753.

754.

755.

756.

757.

758.

759.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
untuk melaksanakan putusan ini. Dan apabila Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon, kami sampaikan
terima kasih.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang DPRD?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Yang DPRD tadi pertama atas (...)
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya sudah, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya sudah yang Pemohon (...)
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Hendri Makaluas, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, Makalau.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, baik. Ya, ada beberapa catatan sebelum alat buktinya, ya.

Dari 25 kuasa hukum yang tercantum dalam surat kuasa khusus, hanya
2 kuasa hukum yang menandatangani (...)
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760.

761.

762.

763.

764.

765.

766.

767.

768.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Sebenarnya, mohon maaf Yang Mulia, sebenarnya lengkap. Jadi
karena lampiran yang belakang adalah lampiran yang paling buncit,
streplesnya kurang lengket, sehingga yang tertanam baru yang nomor
satu dua saja, Majelis Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, begitu, ya? Kemudian, soal perbaikan tadi sudah klir, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Klir.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Tadi yang dibacakan yang tidak melewati tenggang waktu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, yang lainnya saya kira mengenai bukti, Pak Ketua, ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo ada klarifikasi.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pemohon tadi mengatakan tanggal 7 Juli itu apanya tadi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Tanggal ... tanggal 7 Juli tersebut adalah terkait dengan

pelaksanaan rapat pleno terbuka tentang putusan Bawaslu Kabupaten
Sanggau atas laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Pak ... maaf Partai
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769.

770.

771.

772.

773.

774.

775.

776.

777.

Gerindra dan Caleg Provinsi Kalbar Dapil VI Partai Gerindra atas nama
Hendri Makaluas yang ... Makalau (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang Kecamatan Meliau ini, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Meliau. Ini kan putusan sudah tanggal 11 Mei ini ... mana Bawaslu
Sanggau ada yang hadir tidak?

KETUA BAWASLU PROVINSI KALBAR: RUHEMANSYAH
Putusan Bawaslunya (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Dijelaskan Pak tentang putusan ini!
KETUA BAWASLU PROVINSI KALBAR: RUHEMANSYAH
Baik, mohon izin Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya.
KETUA BAWASLU PROVINSI KALBAR: RUHEMANSYAH
Bahwa yang disebutkan tadi tanggal 7 Juli 2019 itu adalah KPU
Kabupaten Sanggau melaksanakan putusan dari putusannya Bawaslu
yang tanggal 11 Mei 2019 tersebut.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini kan perintahnya 2 hari.
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778. KETUA BAWASLU PROVINSI KALBAR: RUHEMANSYAH
Ya, baru dilaksanakan oleh KPU tanggal 7 Juli.

779. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oh, ya. Jadi K ... sudah ada putusan sejak 11 Mei?

780. KETUA BAWASLU PROVINSI KALBAR: RUHEMANSYAH
Ya.

781. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Baru dilaksanakan KPU?

782. KETUA BAWASLU PROVINSI KALBAR: RUHEMANSYAH
Eksekusinya baru dilaksanakan oleh KPU (...)

783. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk
melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 2 hari sejak dibacakan.

784. KETUA BAWASLU PROVINSI KALBAR: RUHEMANSYAH
Ya.

785. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Perintahnya kan Bawaslu kan begitu ini.

786. KETUA BAWASLU PROVINSI KALBAR: RUHEMANSYAH
Siap demikian, Yang Mulia.

787. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tapi secara real, KPU baru melaksanakan?

788. KETUA BAWASLU PROVINSI KALBAR: RUHEMANSYAH

Tanggal 7 Juli 2019.
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789.

790.

791.

792.

793.

794.

795.

796.

797.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Bapak tidak bisa menunjukkan hasil dari ... meskipun nanti
kita menunggu responsnya KPU, tapi ini kan, putusan sudah 2 bulan
baru dilaksanakan, perkara sudah bergulir ke MK kan, ini? Kalau 7 Juli.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Betul, Majelis. Itu kan, bagian daripada upaya yang kami lakukan
sebelum diajukan daripada permohonan, sehingga reaksinya serta
pelaksanaannya dari KPU baru terlaksana tanggal 7 Juli.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kalau KPU dari Sanggau ada yang hadir? Prinsipal? Ada?
Tolong, Pak!

KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN
Termohon dari Sanggau tidak hadir, ada dari provinsi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Bisa menjelaskan dari provinsi? 1zin ya, Pak Ketua.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, silakan!
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari provinsi bisa menjelaskan ini kenapa 2 bulan hampir baru
dilaksanakan?

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya coba menjelaskan terkait
permasalahan ini. Bahwa memang betul ada putusan dari Bawaslu,
kemudian terhadap putusan tersebut kami mintakan koreksi ke Bawaslu
RI.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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798.

799.

800.

801.

802.

803.

804.

805.

806.

807.

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Jadi, tenggang waktu itu sebelum berakhir kita sudah melakukan
upaya, yaitu mengajukan koreksi ke Bawaslu RI. Itu yang kita lakukan,
kemudian selanjutnya Bawaslu RI mengeluarkan putusan bahwa (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Harus dilaksanakan?
KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Harus dilaksanakan.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi sudah terlambat?

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Tapi sudah ... sudah ... berarti kan sudah lewat dari waktu yang

(...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kapan Anda ... Anda mendapat kepastian dari Bawaslu RI?
KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Di surat tanggal ... sekitar 1 minggu, Pak.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu minggu kapan?
KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Kurang lebih, ya, saya tidak ingat pastinya tanggal berapa.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1 minggu dari ... 1 minggu dari?
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808.

809.

810.

811.

812.

813.

814.

815.

816.

817.

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Saya tidak ingat pastinya, Yang Mulia, tanggalnya berapa, berapa
hari karena itu yang mengurus (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi di Bawaslu ... berapa hari Bapak minta pendapat ke Bawaslu
RI itu? Setelah ada putusan Bawaslu Sanggau ini?

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO
Itu 2 hari.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua hari? Jadi, 2 hari putusan turun, Bapak kirim ke Bawaslu
Republik Indonesia?

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO
Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Turunnya baru? Turunnya dari Bawaslu RI?
KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO
Nah, setelah turun dari Bawaslu RI itu (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Turunnya kapan? Ndak ada datanya?
KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO
Ndak ada datanya, Pak. Itu di (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tolong ini nanti disikapi ya Pak. Jadi, stressing point untuk
jawaban karena ini kan ... jangan kemudian ada keputusan begini yang

harus dilaksanakan oleh Bawaslu, itu adalah persoalan internal di Bawas
... di ... sori. Ada persoalan di internal KPU, kemudian ... oh, KPU sampai
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818.

819.

820.

821.

822,

823.

824.

minta sampai Bawaslu kemudian tik tok tik tok itu kemudian bisa
merugikan pencari keadilan kan.

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO
Ya.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Jadi (...)

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Kalau secara apa ... secara komprehensifnya bahwa setelah
adanya putusan Bawaslu tadi itu, kemudian kita mintakan petunjuk
kepada KPU RI. Karena memang pada saat pengajuan ini, pada saat itu
sudah lewat waktu penetapan di tingkat (...)

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengajuan apanya?
KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Pengajuan untuk ... apa ... putusan koreksi ini.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, Bawaslu mengatakan tidak, syarat-syarat ... berarti kalau ...
ya, kami tidak bisa menilai substansi putusan, tapi kan Bawaslu Sanggau
tidak pernah mempersoalkan syarat formal. Bahwa pengajuan ini
diajukan sudah terlambat ataupun tidak, tapi substansinya adalah dia me
.. me ... menerima keberatan dari Pemohon. Kemudian memerintahkan

. awalnya memerintahkan supaya dilakukan koreksi pada sertifikat
rekapitulasi perhitungan perolehan suara DA-1 DPRP provinsi dan
seterusnya. Artinya, kalau memang itu sudah diajukan lewat waktu,
Bawaslu kan punya pertimbangan-pertimbangan kalau ini permohonan
sudah diajukan lewat waktu. Tapi ini kan dikabulkan, tapi terlepas itu
semua, tapi ini menurut ... ini dari Sanggau enggak ada yang hadir, ya?
Dari provinsi, kalau menurut Bapak, setahu Bapak, ada pengaruh ke
perolehan suara?

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Kalau dari hasil akhir (...)
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825.

826.

827.

828.

829.

830.

831.

832.

833.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ada perubahan?

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO
Ada perubahan.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada perubahan signifikan, enggak? Signifikan enggak untuk ...
untuk kaitan ke kursi?

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Kalau digabungkan dengan 2 dapil, di dalam 2 kabupaten (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berpengaruh ke Gerindra?
KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ke Gerindra?
KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ini kan krusial kalau begini Pak. Ini kan hak orang, jangan
sampai kemudian hanya karena tik tok tik tok yang enggak, ini kan 2 hari
mesti dilaksanakan. Artinya, kalau seperti ini, 2 hari ini kan artinya
absolut yang tidak ada ruang upaya hukum, seharusnya kan begitu. Tapi
itu kan ada mekanisme lain, kami tidak bisa campuri. Tapi nanti dalam
jawaban mohon Pak ... anu ... kuasa hukum dari KPU supaya koordinasi
dengan KPU Provinsi Kalbar, khususnya kalau bisa, secara detail bisa
memberikan narasi kepada Mahkamah berkaitan dengan apa yang

sesungguhnya terjadi dengan penanganan kasus ini dari Kabupaten
Sanggau. Ini menjadi stressing kami, karena (...)
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834.

835.

836.

837.

838.

839.

840.

841.

842,

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini persoalan tadi, apalagi Bapak mengatakan baru dilaksanakan 7
Juli, ya? Kemudian, ternyata berpengaruh kepada hak orang ini
masalahnya Pak. Ya, sesungguhnya soal berpengaruh apa tidak ini kan
soal proses yang kita harus hormati karena itu persoalannya kadang
orang tidak mencari kursi, tapi mencari pelaksanaan ini supaya fair, kan
begitu. Ini yang menjadi anu ... stressing kita bersama. Apalagi
kemudian berpengaruh, kata Bapak, kan. Tolong Pak, nanti diberikan
data yang kuat dalam jawaban ke depan nanti, Pak Afin dari KPU dari.
KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya yakin kalau Pak Ali Nurdin, yang ini jeli dan fair juga. Pasti
enggak akan ... ini kalau hak orang kan bisa menimpa siapa saja, kan.

KPU PROVINSI KALBAR: MUJIYO
Ya, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke, jangan kemudian merasa dibela terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baru kali ini, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ini kita bicara untuk semuanya ini, artinya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Terima kasih, Majelis. Baru kali ini.
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843.

844.

845.

846.

847.

848.

849.

850.

851.

852.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tapi kalau bisa dilampirkan putusan yang lengkap, Pak.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Lengkap, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Jangan hanya ini kan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Kami sampaikan lengkap.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini hanya petikan kalau di istilah kami, tidak hanya ter ... enggak
mencakup pertimbangan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Lengkap, Majelis. Kami sampaikan.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kalau lengkap dibacakan tanggal berapa? Putusan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik, jadi bukti nomor (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Bukan, dibacakan saja kalau Anda punya. Demikianlah dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik, saya bacakan, Majelis.
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853.

854.

855.

856.

857.

858.

859.

860.

861.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di .. di paling belakang, Pak. Halaman belakang itukan.
Demikianlah diputuskan atau dibacakan. Tanggal berapa itu real-nya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Saya bacakan Berita Acara Nomor 354.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan putusannya, Pak. Putusan Bawaslu yang tanggal 11 Mei itu,
laporannya kan 10 Mei ini, Jumat. Oh bukan, tanggal 10 Mei itu anu

penyelenggaraan sidangnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu yang putusan itu ada ... ada di bawah amar, dictum itu
ada demikianlah diputuskan ada, enggak? Tanggal berapa? Kalau enggak

ada, nanti enggak apa-apa.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Kami memiliki yang sama seperti sebagaimana tadi (...)
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan itu. Maksud saya keputusan yang lengkap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau bisa dihadirkan ya, Pak. Dibawa (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik.
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862.

863.

864.

865.

866.

867.

868.

869.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Lengkapi ya, Pak. Ini karena menurut kami (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ini karena tebal jadi harus me ... memeriksa satu per satu

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Harus ada ... harus ada kejelasan ini. Tapi bisa juga nanti setelah
KPU punya bukti-bukti yang dilengkapi bisa juga ini tidak selalu
kemudian argumen ini benar, kan? Tapi kalau kita sudah mendengar
kedua pihak kan, klir. Itu, Pak Ketua.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik, terima kasih. Ya, inilah saking besarnya wilayah Republik
ini jadi macam-macam persoalan kita di dalam .. di dalam
penyelenggaraan ini, ya? Tapi kita semua berikhtiar untuk menemukan
kebaikan dari sistem yang kita bangun dari proses demokrasi ini dan
karena itulah Anda membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Ya,
itu hikmahnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Benar, Majelis.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang kita dapatkan. Nah, sekali lagi jangan merasa dibela terus,
gitu ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Kalau ini, Majelis (...)
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870.

871.

872.

873.

874.

875.

876.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu untuk berlaku untuk kita semua. Kali ini, Bapak tidak
dibela. Sekarang berkaitan dengan alat bukti. Untuk Kalimantan Barat 1,
Pak, Bapak menyerahkan bukti P-2 DPR RI 1 sampai dengan p-2 DPR RI
171. Betul demikian?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Banar.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu benarnya keras tapi anu ... catatannya banyak sekali ini di
sini, Pak.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Wajar.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Iya, wajar, karena saking banyaknya alat bukti. Betul, Pak? Ya,
jadi nanti gini, ini daftar bukti dari P-2 DPR RI 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47,
50, 55, 56, 57, 58, 65, 70, 84, 85, 91, 148, itu semuanya ada ini, Pak,
ada persoalan, khususnya menyangkut kesesuaian pada umumnya
menyangkut kesesuaian ... kesesuaian antara yang disebutkan dalam
daftar bukti dengan isinya. Ada yang tidak apa ... ada ketidak ...
ketidaksesuaian itu. Ya? Nanti daftar selengkapnya ada ini ada ... ada
pada panitera, nanti tolong di ini di belakang ya, Pak, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik, siap.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Dilengkapi. Jadi, dengan demikian untuk Dapil DPR RI Provinsi
Kalimantan Barat 1, bukti yang bisa kami sahkan itu adalah P-2 DPR RI 1

sampai dengan P-2 DPR RI 38, P-2 DPR RI 41, P-2 DPR RI 48, P-2 DPR
RI 51 sampai dengan 54, P-2 DPR RI 59 sampai dengan 64, P-2 DPR RI
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877.

878.

879.

880.

881.

66 sampai dengan P-2 DPR RI 69, P-2 DPR RI 71 sampai dengan P-2
DPR RI 83, P-2 DPR RI 86 sampai dengan P-2 DPR RI 90, P-2 DPR RI 92
sampai dengan P-2 DPR RI 147, dan P-2 DPR RI 149 sampai dengan P-2
DPR RI 172.

Itu yang bisa kami sahkan. Selebihnya yang kami sebutkan
sebelumnya, itu mohon ditata kembali dan dilengkapi di belakang. Gitu,
Pak, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik. Terima kasih.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Untuk yang ini kami sahkan!

KETUK PALU 1X

Sementara itu untuk DPR RI Kalimantan ... Provinsi Kalimantan
Barat 6, Anda mengajukan P-2 DPRD Provinsi 1 sampai dengan P-2
DPRD Provinsi 43. Betul demikian?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Benar.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ini catatannya begini ... itu Bapak belum menyerahkan soft
copy daftar bukti untuk P-2 DPRD Provinsi 1 sampai dengan P-2 DPRD
Provinsi 22. Itu belum diserahkan. Baik, dan setelah di verifikasi softcopy
itu hanya berisi daftar bukti untuk ... karena setelah kami verifikasi itu
ternyata hanya berisi daftar bukti untuk DPRD Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat 6, dan itu pun tidak ada bukti fisiknya. Nanti tolong
diselesaikan di belakang dengan Panitera. Maksudnya di belakang bukan
gontok-gontokkan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik, Majelis.
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882.

883.

884.

885.

886.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ini bukti P-2 DPRD Provinsi 11 itu tidak sesuai antara daftar
bukti dengan fisiknya. Yaitu fisiknya hanya berupa print out hasil hitung
suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 wilayah pemilihan Kabupaten
Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Itu mohon nanti di ... di ... dikoreksi.
Kemudian fisik P-2 DPRD Provinsi 12, itu juga tidak sesuai dengan daftar
alat bukti. Bukti fisik itu ternyata berupa sertifikat DB-1 DPRD Kabupaten
Sanggau. Itu ada persoalan yang lain juga, untuk bukti fisik P-2 DPRD
Provinsi 13. Bukti fisik P-2 DPRD Provinsi 14, P-2 DPRD Provinsi 15, P-2
DPRD Provinsi 16, P-2 DPRD Provinsi 20, itu semuanya ada ... ada ... ada
persoalan rata-rata antara ketidaksesuaian antara daftar alat bukti
dengan bukti fisiknya, itu mohon diperbaiki nanti.

Yang bisa kami sahkan sekarang dan yang sudah klir adalah P-2
DPRD Provinsi 1 sampai dengan P-2 DPRD Provinsi 10. Kemudian, P-2
DPRD Provinsi 17 sampai dengan P-2 DPRD Provinsi 43. Yang kami sebut
terakhir itu yang baru bisa kami sahkan sekarang. Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik, Majelis.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

KETUK PALU 1X

Nah, nanti yang di ... yang selebihnya itu mohon diselesaikan.
Terima kasih (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Yang tambahan, Majelis?
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan sekaligus dengan tambahannya disusulkan I belakang, nanti
kan pengesahannya berarti gini, yang akan kami sampaikan, perbaikan
termasuk tambahan yang akan Bapak sampaikan itu, itu ... tambahan
bukti itu tidak boleh ... termasuk penyusunannya, Pak, ya, penyusunan
daftar buktinya itu tidak melampaui ... tidak boleh melampaui
penyerahan perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait,
dan Bawaslu yang akan nanti disampaikan pada akhir persidangan, ya?
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887.

888.

889.

890.

891.

892.

893.

Kapan terakhirnya itu? Itu nanti akan disampaikan pada akhir
persidangan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Maksudnya melampaui bagaiman Majelis?
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau lewat dari itu tidak bisa kami terima lagi perbaikan itu.
Ndak itu kapan ... masih ada waktu, Pak. Kalau Bapak kan buktinya

masih ada toh?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Lengkap semua, Majelis.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lah, kalau sudah lengkap tidak perlu khawatir itu ada 2 hari kalau
enggak salah itu waktunya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Yang dimaksud melampaui waktu itu melampaui bukti
penyerahannya atau melampaui perbaikannya, Majelis?

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Penyerahan ... bukti Bapak itu tidak boleh melampaui waktu
ketika Pemohon ... Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menyerahkan

perbaikan permohonan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik. Paham, Majelis.
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900.

901.

902.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kapan ... ya. Kapan KPU itu menyerahkan jawaban ... perbaikan
jawaban Termohon dan demikian pula Pihak Terkait itu nanti di akhir
persidangan akan diumumkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik, Majelis.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Sudah, Pak, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Satu lagi, Yang Mulia. Saya mau bertanya terkait dari tadi ... dari
yang saya sampaikan sebelum membacakan yang untuk Kal
Kalimantan Barat Dapil I itu yang ... yang saya mau mulai dengan untuk
Pemohon untuk atas nama Hendri Makaluas (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ttu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Kalbar Dapil II. Oleh karena kami langsung membacakan terkait
dengan hasil putusan sebagaimana tadi yang saya sampaikan (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Dan belum saya bacakan untuk permohonannya serta petitumnya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terus?
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910.

911.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Apa perlu saya bacakan langsung atau cukup seperti tadi
dianggap dibacakan?

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Petitumnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Petitumnya dibacakan saja, Pak ulang, biar jelas nanti yang mau
ditanggapi ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Tentunya dengan hasil informasi itu mengubah petitum untuk
disampaikan (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak. Yang awal dulu, kalau mengubah petitum itu bagian dari
bukti yang disampaikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik.
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KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, itu, ya. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan
data di atas. Dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara
Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara
sebagaimana di uraikan di atas, maka dan sepatutnya Pemohon untuk
menjadikan Pemohon sebagai calon yang memperoleh kursi untuk
pengisian DPRD Provinsi Kalimantan Dapil ... Kalimantan Barat Dapil VI.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu halaman berapa yang Bapak baca itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Halaman 23.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
23, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Dapil VI dengan petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan keputusan Provinsi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21
Mei 2019 sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi
Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat VI.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon
untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil
Kalimantan Barat VI atas nama calon anggota DPRD Provinsi
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919.

920.

921.

922,

923.

924,

Kalimantan Barat, yaitu Nomor 1 Hendri Makaluas sebagaimana
suara Pemohon ... perolehan suara Pemohon sebesar 5.386 suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat
kami kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Jadi ... ya. Itu petitum Anda, ya, sudah dibacakan. Nah,
adapun nanti persoalan bukti itu nanti persoalan tersendiri lagi yang
akan diselesaikan untuk di ininya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154-02-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, Majelis.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Dengan demikian maka untuk Partai Gerindra sudah selesai
dan sekarang kita lanjutkan untuk Partai Amanat Nasional untuk PAN.

Silakan, jadi ... siapa juru bicaranya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Terima kasih, Majelis. Sebelum kami membacakan permohonan,
ada permintaa kami untuk Majelis untuk menyampaikan dua hal.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Apa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Yang pertama mengenai surat kuasa yang pertama atas nama
Bapak Muhammad Miftahudin selaku anggota partai adalah kuasa untuk
melaksanakan pendaftaran dan gugatan sengketa pileg 2019.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana? Bagaimana?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Kuasa yang pertama atas nama Muhammad Miftahuddin, Yang
Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He em.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Adalah selaku anggota partai.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Maksudnya gimana selaku (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Untuk melaksanakan pendaftaran. Terus saya dapat kuasa
tanggal 5 Juli yang kemarin, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, itu Saudara dapat kuasa apa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Selaku kuasa hukum (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Dari mana dapatnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Dari ketua ... ketum sama sekjen Partai PAN.

121



934.

935.

936.

937.

938.

939.

940.

941.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Begini, Yang Mulia. Karena saya baru dapat kuasa dari 5 Juli
kemarin, dalam persidangan ini saya minta izin Yang Mulia untuk
menyampaikan perubahan perbaikan permohonan.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekarang mau berubah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Memang benar sudah lewat batas waktu, tapi (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ndak, itu tidak bisa. Itu melampaui hukum acara dan tidak
bisa kami benarkan. Apa pun alasannya bahwa Saudara mendapat surat
kuasa itu bukan urusan Mahkamah Konstitusi, tetapi itu adalah urusan

internal antara pemberi kuasa dan anu kuasa (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Enggak apa-apa.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami akan tetap berpegang pada perbaikan permohonan yang
tidak melampaui batas waktu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.
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KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebab itu menjadi tidak fair buat bukan hanya buat Termohon,
tetapi juga Pihak Terkait karena itu akan ... dan juga tidak fair dengan
Bawaslu misalkan kalau ada berkaitan dengan soal-soal
menyangkutpautkan dengan kewenangan Bawaslu umpamanya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi, jangan baca yang itu, ya? Anda bacakan yang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Siap, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Yang perbaikan yang tidak melewati batas waktu. Baik silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Perihal pengajuan keberatan atas rekapulu ... rekapitulasi hasil
perhitungan suara tingkat kecamatan dan Kabupaten Dapil Sanggau 2,
Kabupaten Sanggau 2 Provinsi Kalimantan Barat (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebelum itu, ya. Jadi, gimana ini? Surat kuasa yang pertama itu
dicabut atau bagaimana itu yang untuk Pak Mih ... Miftahudin itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Dicabut, Yang Mulia.
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KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dicabut. Tapi Anda belum me ... menyertakan keterangan
pencabutan itu? Cuma di dalam persidangan Anda menyatakan itu
dicabut, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ini akan jadi pegangan kami bahwa karena belum ada
keterangan apakah itu dicabut atau tidak? Maksud saya keterangan
secara tertulis. Tapi dalam persidangan Anda mengatakan bahwa kuasa
yang diberikan atas nama Pak Muhammad Miftahudin, A.Md itu ... itu
dicabut, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Begitu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Baik. Dengan demikian menjadi Kklir. Silakan diteruskan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya penggelembungan
data hasil pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten
pada Dapil Sanggau 2 di Kecamatan Tayanhi ... Tayan Hilir dan
Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada
pemili 2019. Pada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kami mengajukan
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958.

959.

960.

961.

962.

keberatan dan meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPUD
Kabupaten Sanggau mengkoreksi serta menghitung ulang suara pada
kotak suara yang ada Partai PSI. sebagai dasar bukti kami mengajukan
keberatan melalui dokumen C-1 yang ada. Dan telah kami cocokkan
dengan C-1 dari Bawaslu dan KPU Kabupaten Sanggau. Serta dasa ...
serta data hasil pleno tingkat kabupaten.

Adapun penggelembungan suara Partai PSI adalah sebagai
berikut. Untuk kecamatan Tayang Hilir, data suara hasil pleno ada seba
... sebanyak=1.608 suara. Dari hat ... hasil C-1 yang kami peroleh=1.524
suara. Jadi ada selisih 84 suara. Untuk Kecamatan Meliau hasil pleno ada
total sebanyak= 420 suara. Hasil C-1 ada sebanyak=400 suara. Jadi, ada
selisih penggelembungan suara sebanyak=19 suara. Totalnya ada=103
suara. Begitu, Yang Mulia (...)

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sebentar. Yang Saudara baca itu permohonan yang mana itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Yang pertama, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena kalau kami yang perbaikan yang tanggal 31 Mei ini hanya
terdiri dari 2 lembar ini. Makanya tadi saya ingatkan, jangan
membacakan yang sudah lewat tenggang. Itu nanti kenapa kami
menanyakan itu karena nanti ada kaitannya dengan kuasa karena yang
diberikan kuasa yang pertama itu adalah permohonan perorangan. Jadi,
ini seolah-olah ini mau diserap menjadi permohonan partai. Kan, begitu.
Yang jadi soal tadi itu ada ... ada ... ada persoalan. Kalau perbaikan yang
tidak melampaui tenggang waktu itu adalah yang 2 lembar ini. Jadi,
Anda membaca dokumen yang mana itu? Yang perlu kami (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Yang tanggal 22, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Enggak. Ini kan, tak diregistrasi. Jadi, saya khawatir Anda

membaca dokumen yang keliru itu karena yang Anda sebutkan itu ini
yang hanya 2 lembar ini.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Sama. 2 lembar, Yang Mulia. Tapi ini tanggal 22.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kan yang dibaca yang perbaikan, dong. Perbaikan Anda tanggal
berapa? Bukannya diserahkan yang Jumat, 31 Mei itu? Itu perbaikannya,
bukan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Sebentar, Yang Mulia. Kebetulan yang menyampaikan perbaikan
Bapak Miftahudin, lagi dicari berkasnya, Yang Mulia.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu ... itu jadi persoalan ini karena kalau ... kalau Anda
misalnya bukan yang dibacakan yang perbaikan yang juga 2 lembar,
Anda kembali ke permohonan 22. Jadi, mana yang Anda perlakukan
sebagai permohonan nanti? Karena ada perbaikan. Yang ini kan,
perbaikan yang 3 ... 31 Mei ini kan, perbaikan untuk yang 22? Kalau
Anda membagi ke yang 22, kenapa jadi perburukan? Karena
perbaikannya sudah disampaikan tanggal 31.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Pada prinsipnya isinya sama saja katanya, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha? Bukan soal prinsipnya, nanti kan, bingung nanti ... anu ...
Termohonnya, kalau Termohonnya jawab, “Au ah, gelap” gitu, gimana?

Nah ini ... ini ... ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Informasi terakhir masih di MK katanya, Yang Mulia. Belum di ...
belum diambil.
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KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa maksudnya belum masih di MK? Ini sudah di MK ini. Mau di
MK mana lagi?

ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.
ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN

Saya perlu perjelas sedikit masalah Surat Permohonan. Kemarin
kita waktu itu ada menyampaikan hasil perbaikan daripada ... apa
namanya ... penyampaian secara online itu ke Mahkamah Konstitusi
tanggal 31, ya kan? Jadi, kita diminta untuk meleges Surat Permohonan,
alat bukti, dan Surat Permohonan kita.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu alat buktinya itu yang dileges, betul?
ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN

Ya.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi perbaikan yang Saudara sampaikan ini, betul kan? Tanggal
20 ... 31 ini?

ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN
Tanggal 31 (...)
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perbaikannya tanggal 31. Permohonan pertama tanggal 23 Mei.
Saudara menyampaikan perbaikan 31 Mei?
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ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN
31 Mei, ya. Betul.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Diterima pukul 13.09 WIB?

ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN
Ya.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Waktu Indonesia Barat, ya ini. Bukan Waktu Indonesia Bercanda,

loh!
ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN
Ya, betul. 3 ... ya, betul. Habis setelah salat Jumat.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Dan itu terdiri dari 2 lembar ini?
ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN
Ya, betul.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Betul, kan?
ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN
Betul, Yang Mulia.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Yang mau dileges itu daftar buktinya?
ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN

Ya.
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KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Nah, tapi yang dari dibaca tadi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Tanggal 22.
ANGGOTA PARTAI PAN: DICKY ZULKARNAIN

Surat Permohonan itu ... apa namanya ... pada saat yang kita
leges itu, kita masukkan semua kemarin, cuma untuk dokumen kita pada
saat itu memang tidak tahu tercecer ke mana, jadi semuanya sudah
masuk ke sana, gitu. Ke ... ke Mahkamah Konstitusi ini.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya jadi sulit memahami ini. Mungkin peserta yang lain juga,
tolong, ada, enggak, yang lebih cerdas untuk memahami ini?

Jadi, permohonan pertama 23 ... eh, 22 (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

22 Mei.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

22 Mei.
KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
22 Mei?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya.
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999. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kemudian, dilakukan perbaikan yang diterangkan tadi itu.
Perbaikan yang kedua itu isinya adalah ini. An ... Anda tadi membacakan
yang mana?

1000.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Yang tanggal 22 Mei, Yang Mulia.
1001.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Berarti perbaikannya tidak berlaku?

1002.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Karena memang saya belum dapat informasi ada perbaikan.
Makanya tadi saya mau mengajukan perbaikan, Yang Mulia.

1003.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jadi, permohonan ... aduh. Akhirnya yang akan diberlakukan yang
mana ini? Saya ... pertanyaan saya tegas saja, deh. Anda akan

memberlakukan (...)

1004.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Kalau ada yang tanggal 31 itu, Yang Mulia.
1005.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ha?

1006.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Yang terakhir, Yang Mulia.
1007.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang terakhir? Yang perbaikan?
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1008.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya.
1009.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau gitu bacalah kembali ke jalan yang benarlah. Itu ke

(..)

1010.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Kami enggak pegang, Yang Mulia. Kami kalau ada salinan, bisakah
kami pinjam, Yang Mulia?

1011.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Lah? Ini Anda serius atau ndak mengajukan permohonan?

1012.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Serius.
1013.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, kalau pertanyaannya Anda, “Are you serious?” gitu
pertanyaannya ini. Gimana coba?

1014.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Makanya, tadi saya ngomong dahulu.
1015.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini jalan keluarnya supaya kita tidak stuck di sini. Kami akan
memberikan kesempatan pada yang lain, kayaknya kalian kelihatannya
muka-mukanya sudah ndak sabar ini, bagaimana ... anunya ... ya? Anda
nanti akan saya berikan kesempatan untuk menyelesaikan per ...
persoalan ini terlebih dahulu dengan tim Anda, dan kami akan meloncat
dahulu kepada partai berikutnya. Bagaimana kalau itu?
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1016.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Siap, Yang Mulia.
1017.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kita gentle agreement secara adat di situ, ya?

1018.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.
1019.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oke. Kalau begini saya baru lihat baru agak cerah senyumnya.
1020.KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN
Izin, Yang Mulia. Dari Termohon.
1021.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.
1022.KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Kami kebetulan yang megang register 122-12-20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 ini.

1023.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.
1024.KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN
Maksudnya menyelesaikan permasalah ini (...)
1025.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan ini yang mau
dibacakan ini.
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1026.KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN
Oh, ya.

1027.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Bukan untuk menyelesaikan yang lain.

1028.KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN
Baik, baik, Yang Mulia.

1029.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau ada tambahan ... Bapak jangan cemas dahulu. Kalau ada
tambahan yang lain akan kami setop. Ya, dan Anda juga mempunyai hak
untuk menanggapi kan kalau di misalnya apalagi dia mengubah-ubah,
ya? Mengubah-ubah ini dan sebagainya saya tahu, karena Anda sudah
mempersiapkan kalau untuk menjawab yang ini. Kan, itu kan
maksudnya, kan?

1030.KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN
Betul, Yang Mulia.
1031.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau nanti ditanya yang lain-lain lagi itu kan yang ... makanya
itu tadi saya bilang, kalau Termohonnya jawab, “Au ah, gelap,” gimana?
Masa ... itu yang saya maksud. Jadi, kami tidak tentu tidak akan
memberikan kesempatan di luar Hukum Acara. Hanya untuk mengklirkan
dia mana yang akan dibacakan karena katanya yang 31 Mei
perbaikannya tidak ditemukan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah
terakhir akan ditemukan, kalau ndak ... jangan sampai dia jadi melapor
ke Komisi Orang Hilang dan ini kan, ndak ditemukan sampai terakhir itu
kan. Ah, itu joke saja supaya kita lebih segar.

Nah, kalau begitu kita akan langsung me ... ke urutan berikutnya
dahulu, mohon berkenan, Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk menangani
Perkara Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai
Keadilan Sejahtera. Jadi, kita sudah mau masuk ke Provinsi Kalimantan
Selatan dahulu untuk PKS dulu.

Ibu, tolong miknya dimatikan dulu, nanti kalau Ibu bertengkar
dengan tim di belakang tidak masuk di sini. Ya, silakan, Yang Mulia!
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1032.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. PKS yang 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 yang dibaca perbaikan yang diterima Mahkamah
tanggal 30 Mei 2019 pukul 13.10 WIB supaya nanti tidak (...)

1033.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Betul, Yang Mulia.
1034.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Blunder lagi. Siapa yang menyampaikan?

1035.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Saya, Yang Mulia.
1036.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ini berapa Petitum, Pak?

1037.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Satu saja, Yang Mulia.
1038.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Bisa langsung ke dalil-dalilnya.

1039.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Terima kasih, Yang Mulia. Pengajuan sengketa untuk Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Dapil Hulu Sungai Tengah II. Kami dari Partai
Keadilan Sejahtera mengajukan keberatan terkait pengisian DPRD
kabupaten untuk Dapil Hulu Sungai Tengah II. Bahwa menurut Pemohon
terdapat persoalan yang terjadi di 5 TPS yang tersebar di 3 desa. Bahwa
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dari hasil yang ... dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemohon
terdapat selisih 31 suara untuk keseluruhannya. Selisih suara tersebut
terjadi di Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan ada 2 suara. Desa
Mangunang Seberang ada 28 suara. Dan Desa Hapulang ada 1 suara.
Selisih suara tersebut tersebar di 5 TPS. TPS 1 menurut Pemohon
. maaf, TPS 1 Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan menurut
Pemohon suara Partai PDIP ada=0 suara, menurut Termohon ... maaf
menurut Termohon ada=1 suara, menurut Pemohon tidak ada suara.
Sehingga ada selisih 1 suara (...)

1040.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ada penambahan 1 suara untuk PDIP (...)
1041.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Ada penambahan 1 suara untuk PDIP. Kemudian di TPS 2 juga
begitu, ada penambahan 1 suara Desa Tabat Padang, Haruyan TPS 2.
Kemudian TPS 2 untuk desa (...)
1042.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Untuk Pemohon tidak ada penambahan?
1043.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Tidak ada penambahan, Yang Mulia. Jadi ini semua hanya untuk
Termohon (..)

1044.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, oke, TPS 2 Mengunang (...)
1045.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Mangunang Seberang. Kemudian TPS 2 Mangunang Seberang ada
8 selisih suara, Yang Mulia.
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1046.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
PDIP juga?

1047.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

PDIP juga. TPS 4 Mangunang Seberang juga ada penambahan 20 suara.
1048.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Untuk PDIP.

1049.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Untuk PDIP. Kemudian TPS 2 Hapulang ada penambahan 1 suara,
Yang Mulia. Atas permasalahan tersebut sebenarnya Pemohon sudah
mengajukan keberatan di saksi PPK dan menyampaikan untuk dibuka
kotak suara pada 5 TPS. Namun yang diakomodir untuk membukan
kotak suara hanya 1 TPS yaitu TPS 1 Desa Pandanu. Kemudian ...
kemudian karena tidak dibuka Pemohon mengajukan sidang administrasi
cepat kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun
Termohon tetap melanjutkan proses rekapitulasi perhitungan suara
karena Pemohon ... karena Termohon mengajukan ke ... melanjutkan
proses Pemohon kemudian mengajukan keberatan dalam (...)

1050.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Sebentar Pak, tadi hanya berapa ... 1 TPS yang diulang ya?
1051.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Yang diulang hanya 1 TPS ... bukan diulang Yang Mulia, dibuka.
1052. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TPS?
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1053.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

TPS Hapu ... TPS Pandanu, Yang Mulia.
1054.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Pa?

1055.KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Pandanu 01.
1056.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Pandanu 017?

1057.KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Ya.
1058. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang 4 itu selebihnya tidak?

1059.KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Selebihnya tidak. Karena tetap dilakukan perhitungan kemudian
Pemohon mengajukan keberatan dalam Formulir DP-KPU pada 3 Mei.

1060. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
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1061.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Yang kemudian ditulis dalam Berita Acara Nomor 20 ... 26 oleh
KPU, Yang Mulia. Pada 6 Mei 2019 Pemohon juga membuat laporan
kepada Bawaslu Hulu Sungai Tengah yang pada pokoknya meminta
untuk membuka dan melakukan perhitungan ulang di 4 TPS sebagimana
dimaksud di Bukti P-16.

Selanjutnya Bawaslu Hulu Sungai Tengah mengajukan laporan
bahwa menye ... memberikan tanda terima atas laporan yang
disampaikan tersebut (...)

1062.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, akhirnya ada putusan (..)
1063.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Di ... di (...)
1064.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Di P-21, apa isi putusannya ini?
1065.KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Ya P-21 dan diputuskan bahwa telah terjadi pelanggaran
administratif, Yang Mulia menurut keputusan Bawaslu Hulu Sungai
Tengah.
1066.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus apa di ... kalau putusannya kan terjadi pelanggaran
administratif (...)
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1067.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Pelanggaran administratif itu hanya disampaikan sanksi ... sanksi
teguran (...)

1068.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Teguran saja? Tidak ada ... tidak ada condemnatur-nya?
1069.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Tidak ada, Yang Mulia.
1070.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Perintah untuk apa tidak ada?
1071.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Tidak ada, Yang Mulia.
1072.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke.
1073.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Karena tidak ada, kami mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi,
Yang Mulia.

1074.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.
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1075.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Oleh karenanya kami masuk ke Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan
dalil-dalil yang disampaikan tadi disebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut.
Pertama, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
Kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilih ... Pemilihan

Umum Nomor 987 sepanjang di daerah pemilihan Hulu Sungai Tengah II
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Ketiga, menetapkan perolehan suara yang benar dalam
rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Hulu Sungai
Tengah di Desa Tabat Padang, Desa Mangunang Seberang dan Desa
Hapulang, Kecamatan haru ... Haruyan. Dapil Hulu Sungai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai
berikut. Di tabel 1, Yang Mulia. Untuk tabel 1, kami mengajukan renvoi,
Yang Mulia. Di Nomor 3 TPS 01 itu seharusnya TPS 02, Yang Mulia.
Salah ketik.

1076.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang nol ini?
1077.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Ya, yang nol itu.
1078.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Oke. Tapi enggak memengaruhi akumulasi suara, ya?
1079.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Tidak memengaruhi akumulasi, hanya penomoran TPS saja, Yang
Mulia.

1080.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, 4?
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1081.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

4. Menetapkan suara PDIP di Desa Tabat Padang, Desa
Mangunang Seberang dan Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Dapil
Hulu Sungai Tengah, sebagai berikut. Sebagaimana tabel 2, PDIP di
Tabat Padang= 6 suara, di Mangunang Seberang= 60 suara dan
Hapulang=69 suara.

5. Menetapkan jumlah total suara Dapil Hulu Sungai Tengah
IT untuk PDIP sebesar=2.054 suara dan PKS sebesar=2.077 suara.

6. Menetapkan kursi ke-6 Dapil Hulu Sungai Tengah II untuk
Partai Keadilan Sejahtera.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang
Mulia.

1082.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, baik. Jadi, catatan kami ... jadi dalam permohonan ini surat
kuasanya ... dengan surat kuasa tidak sama. Ada 45 orang, tapi yang
mengajukan hanya 4 orang, ya?
1083.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Ya, Yang Mulia.
1084.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Bagaimana ini? Di ... ada pembagian tugas atau (...)
1085.KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Ya, ada pembagian tugas, Yang Mulia.

1086.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi ada ... di antara ini yang tanda tangan adalah 45 ini, kan?
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1087.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Ada, Yang Mulia.
1088.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba ditunjukkan nomor berapa saja. Rozag, nomor berapa
Rozaq?

1089.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

12, Yang Mulia.
1090. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Rozaq, 12. Devianti?

1091.KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

15, Yang Mulia.
1092.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
15. Agus? Agus berapa? Nomor 2 ini?

1093.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Nomor 2, Yang Mulia.
1094.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Yang terakhir, Aristia?
1095.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-

20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
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Aristia.
1096.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
14?
1097.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
14, Yang Mulia.
1098.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya, ini penting ini kalau ... oke, jadi catatan hanya itu. Kemudian,
daftar bukti ini Pak Ketua ini yang punya palu. Saya serahkan ke Pak
Ketua. Terima kasih.
1099.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saudara ... saya
ingin ... Anda ada catatan sedikit mengenai Bukti P-5 dan P-6 itu. Itu
tidak sinkron, itu terbalik, ya? Tertukar.
1100.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Ya, Yang Mulia. Terbalik jilid-nya, Yang Mulia.
1101.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Nanti tolong disesuaikan. Ha?
1102.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Terbalik posisi heading-nya, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.
1103.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, ya, siap. Saya maafkan. Nanti anu ... apa namanya ... itu

terbalik disesuaikan, nanti tidak masalah, gitu ya. Kemudian, ya yang
lainnya bisa di ... secara apa namanya ... substansinya bisa di, di,
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disahkan tapi nanti tetap diperbaiki Pak, ya? yang terbalik itu maksud
saya.

1104.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Siap, Yang Mulia. Termasuk ... mohon maaf, Yang Mulia. Bukti 9
dan 10, kami mengalami kasus yang sama seperti tadi salah satu
Pemohon yang lain. Jadi, di dapil kami ada C-1 yang diterima dobel
ganda juga. Jadi, C ... Bukti Nomor 9 dan Nomor 10 itu untuk TPS yang
sama, kami terima 2 C-1.

Demikian juga, untuk TPS 02 kami juga terima 2 C-1, nanti kalau
diperkenankan kita juga akan menambah bukti sebagaimana yang diatur
tadi, Pak Yang Mulia.

1105.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, tap ... dengan catatan itu tadi. Tambahannya itu tidak boleh
melampaui batas ketika Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu
menyampaikan perbaikan keterangannya, ya?
1106.KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Siap, Yang Mulia.
1107.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu batasannya, ya?
1108.KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI
Siap, Yang Mulia.
1109.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, selain dari masalah yang tadi itu, buktinya saya menyatakan

sah, tentu tidak termasuk dengan bukti yang akan Anda sampaikan
nanti, ya?
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1110.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-08-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, 04-08-22/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MOH ROZAQ ASYHARI

Siap, Yang Mulia.
1111.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Dengan demikian, yang untuk PKS kita bisa
selesaikan. Partai Beringin Karya sampai saat ini juga tidak menunjukkan
diri. Ya ini bukan permohonannya yang kabur, tapi Pemohonnya yang
kabur tampaknya ini. Kemudian, berikutnya Perkara Nomor 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat. Untuk ini kami
mohon berkenan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk
menuntun ... memandu. Silakan!

1112.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Baik, saya kira ini Partai Demokrat. Siapa juru bicaranya?

1113.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Saya, Yang Mulia.
1114.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Disampaikan, apa dalil yang pokoknya? Kalau tidak salah ini
terkait Dapil Kota Banjarmasin dan masalah ada 4 TPS, ya?

1115.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, Yang Mulia.
1116.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu saja. Silakan!
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1117.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi. Juga yang kami hormati rekan-rekan dari Termohon dan/atau
kuasanya juga teman-teman dari Terkait atau kuasanya, dan juga Para
Pemohon atau kuasanya. Kami langsung akan membacakan perselisihan
di Perkara Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  untuk
kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum, juga
tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan dan
termuat dalam permohonan ini. Pokok-pokok permohonan (...)

1118.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Enggak ada renvoi?

1119.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ada, Yang Mulia.
1120.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Halaman 4 itu, ya?

1121.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, Yang Mulia.
1122, HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Mengenai sampai dibentuknya badan Pleno khusus itu, ya?

1123.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, Yang Mulia.
1124.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Semua akan ditanya. Ya? Ya, silakan!
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1125.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokok permohonan Provinsi
Kalimantan Selatan, persandingan perolehan suara partai politik untuk
pengisian Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Caleg Partai
Demokrat atas nama Ikhsan Wardani, S.E. Nomor Urut 2 Dapil V, uraian
singkat permasalahan.

Adanya dugaan penambahan atau penggelembungan suara Caleg
Nomor Urut 5 Partai Demokrat Dapil V Kota Banjarmasin Barat, atas
nama Gusti Yuli Rahman, berdasarkan data yang Pemohon peroleh dari
C-1 Kelurahan Belitung Utara di TPS 17, jumlah suara Pemohon=36.
Jumlah suara Gusti Yuli=6. Ternyata di Pleno Kecamatan Banjarmasin
Barat, hasil suara berubah menjadi suara Pemohon 31, suara Gusti Yuli
bertambah menjadi 19. Ini menjadi dasar penggelembungan suara Yuli
Gusti ... Yuli.

1126.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Gusti Yuli.

1127.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Gusti Yuli, merupakan tindakan melanggar hukum pada pemilu

2019.

1. TPS 43 Kelurahan Basirih, dalam C-1 tertulis Caleg Nomor 5 di TPS
43 Kelurahan Basirih sebanyak 25 suara. Namun, pada saat sidang
Pleno Kecamatan suara Caleg Nomor 5 berubah menjadi 35. Ada
dugaan penambahan sebanyak 10 suara.

2. TPS 38 Kelurahan Basirih, dalam C-1 tertulis Caleg Nomor Urut 2
mendapatkan 2 suara, dan Caleg Nomor Urut 5 tidak mendapatkan
suara alias 0. Namun, dalam sidang Pleno Kecamatan DAA-1, tertulis
Caleg Nomor urut 2 mendapatkan suara 0, dan Caleg Nomor Urut 5,
itu dicoret, Yang Mulia, renvoi. Langsung mendapatkan suara
sebanyak 22. Ada penambahan 22 suara.

1128.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

1129.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO
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3. TPS 17 Kelurahan Belitung Utara, di C-1 tertulis Caleg Nomor Urut 2
mendapatkan suara 36, dan Caleg Nomor Urut 5 mendapatkan suara
sebanyak 6. Namun, di DAA-1 tertulis Caleg Nomor Urut 5
mendapatkan 19 suara, terjadi penambahan suara 13.
1130.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
31 suara itu mana?

1131.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Mendapatkan 31 suara.
1132.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya? Ada itu? Tetap?

1133.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ada ... ada.
1134.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Oh ya, tadi langsung dibaca yang 19 suara itu?

1135.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Oh. Ya, maaf, Yang Mulia.
Kami lanjutkan, dan Caleg Nomor Urut 5 tertulis mendapatkan 19
suara. Terjadi penambahan 13 suara. Caleg Nomor Urut 2 hilang 5
suara.
4. TPS 40 (...)
1136.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Kalau 31 sama 19 itu, 13 atau 12?
1137.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Caleg Nomor Urut 2 itu tadinya 36, Yang Mulia. Jadi 31.
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1138.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya.

1139.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Dia hilang 5 suara. Nah, yang Caleg Nomor Urut 5 itu, dia 6, jadi
19.

1140.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Oh, begitu.

1141.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

He eh. Jadi, ada penambahan 13 suara untuk Caleg Nomor Urut
5.

1142.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya. Oke.

1143.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Terima kasih, Yang Mulia.

4. TPS 44 Kelurahan Basirih, dalam C-1 tertulis perolehan suara
sebanyak 238, di Kelurahan Basiri. Namun, di DAA-1 tertulis 155
suara, sehingga suara Partai Demokrat hilang sebanyak 83 suara.

5. Di TPS 43, Kelurahan Basiri, suara Gusti Yuli di C-1=25, di Pleno
Kecamatan berubah menjadi 35.

6. Di TPS 38 Basiri suara Gusti Yuli, di C-1=0, berubah menjadi 22.
Sedikit kami tambahkan renvoi, Yang Mulia. TPS 17 sebanyak 6,
tertulis 31 suara. Eh, 19 suara.

Pemohon melaporkan penambahan suara, vyaitu Gusti Yuli
melakukan kecurangan berdasarkan keputusan KPU Kota Banjarmasin.
Keberatan atas sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (...)
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1144.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Sebentar, sebentar, saya tanya dulu. Apa maksudnya Pemohon
melaporkan penambahan suara Gusti Yuli sudah melakukan kecurangan
berdasarkan putusan KPU ini? Apa maksud pernyataan ini?

1145.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Begini, Yang Mulia. Maksudnya, berdasarkan penetapan
rekapitulasi kabupaten (...)

1146.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara menganggap itu sudah ... Gusti Yuli ini melakukan
kecurangan?

1147.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, mengajukan kebe (...)
1148.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, ndak. Itu kan, Anda mengajukan keberatan yang isinya
mengatakan bahwa Gusti Yuli itu sudah melakukan kecurangan?

1149.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya.
1150.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Dasarnya karena putusan KPU itu? Itu maksudnya?

1151.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Bukan, bukan, Yang Mulia. Karena (...)
1152.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu coba kalimatnya dibaca!
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1153.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya.
1154.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Pemohon melaporkan (...)

1155.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Pemohon melaporkan penambahan suara Gusti Yuli melakukan
kecurangan.

1156.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota Banjarmasin?

1157.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Bukan, Yang Mulia. Itu berdasarkan C-1 yang dari (...)
1158.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, itu tadi kan, bukan begitu yang dibaca.

1159.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, Yang Mulia.
1160.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kau ubah belakang, bagaimana. Makanya, jadi konstruksi kalimat
jadi siapa yang melakukan kecurangan dan atas dasar apa? Kan, jadi

ndak jelas.

1161.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Baik, Yang Mulia.
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1162.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Coba, jadi bagaimana kalimatnya itu?

1163.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Baik, Yang Mulia. Pemohon telah melaporkan penambahan suara
yang dilakukan oleh Gusti Yuli dalam ... yang sudah melakukan
kecurangan berdasarkan temuan C-1 di TPS 43.

1164.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berdasarkan?

1165.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Temuan di C-1 TPS 43.
1166.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Temuan di?

1167.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

C-1.
1168.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
TPS?

1169.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

43.
1170.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

437
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1171.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

TPS 38, Kelurahan Basirih.
1172.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kelurahan?

1173.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Basirih. TPS 17 Kelurahan Belitung Utara.
1174.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Terus, ada lagi?

1175.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Dan TPS 44 Keluruhan Basirih.
1176.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Kelurahan Basirih lagi?

1177.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Basirih.
1178.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, ya.
1179.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ini sudah berbeda sekali ini dengan substansi pernyataan yang
pertama itu. Itu nanti terserahlah Termohon untuk menanggapi itu.

Karena ini, ya. Mohon diberikan reaksi khusus itu. Sudah? Mau berubah
lagi?
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1180.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Cukup, Yang Mulia.
1181.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, cukup. Berubah lagi nanti.
1182.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ini yang Gusti Yuli ini dengan Gusti Yuli Rahman, sama?

1183.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, sama, Yang Mulia.
1184.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Silakan, terus.

1185.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Di Daerah Pemilihan Kota
Banjarmasin V Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.

1186.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Ya, sudah. Kita habis ini.

1187.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, baik. Masuk ke petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan memutus.
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Memerintahkan Pemohon untuk membatalkan keputusan Komisi
pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8 dan
seterusnya.

3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon di
4 TPS ... itu bukan Termohon, Yang Mulia, renvoi, Pemohon. Di 4
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TPS sesuai dengan C-1. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian dan terima kasih.

1188.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Ada beberapa catatan, ya. Ini surat kuasa asli belum ada
diterima. Yang sudah diserahkan hanya surat kuasa fotokopi bermaterai,
ya, catat, ya? Kemudian, surat persetujuan perseorangan DPP Partai
Demokrat ini sudah, sudah, ya. Permohonan belum ditandatangani
semua kuasa, ini ada ... hanya 3, ya?

1189.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, Yang Mulia.
1190.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tanda tangan Ardy Mbalembout, Pangihutan B. Haloho, dan Rony
Ely Hutahaean.

1191.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, Yang Mulia.
1192.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Yang lainnya?

1193.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Tidak ada, Yang Mulia. Maksudnya tidak ... tidak ada pada saat itu
dimasukkan, jadi kami juga kesulitan berkomunikasi juga dengan teman-
teman yang kadang ... kan pembagian tim, masing-masing daerah
memegang itunya ... tanggung jawabnya.

1194.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, saya sela dulu. Tapi, mereka masih jadi kuasa apa ndak?
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1195.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Oh, masih, masih, Yang Mulia.
1196.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, jangan pula ada cabut di sini.

1197.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Oh, enggak. Tidak, Yang Mulia.
1198.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya?

1199.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ini seperti rekan saya Muhajir juga masih di sini.
1200.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Muhajirnya di sini, tapi belum tanda tangan (...)

1201.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ada. Ya, Yang Mulia. Karena itu tanggung jawab tim kami.
1202.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, itu nanti dilengkapi, ya?

1203.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Baik, Yang Mulia.
1204.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Saya kira selanjutnya alat bukti ke Pak Ketua Majelis.
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1205.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukti sesuai dengan verifikasi dari Panitera dan kami tidak ada
catatan. Anda mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7, begitu, ya?

1206.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Benar, Yang Mulia.
1207.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Benar, ya?

1208.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, Yang Mulia.
1209.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu sudah lengkap, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

1210.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-
22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Terima kasih, Yang Mulia.
1211.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Nah,
sekarang bagaimana? Perselisihan domestik sudah bisa diselesaikan?

PAN?

1212.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Sudah, Yang Mulia.
1213.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, bagaimana akhirnya?
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1214.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Begini, Yang Mulia. Pertama kita daftar online tanggal 22 Mei
2019, kita mengajukan dalam perbaikan tanggal 31 Mei 2019 karena
diterima di sini tanggal 31, isinya sama dengan tadi yang saya bacakan,
Yang Mulia. Cuma tanggalnya tetap tanggal 22, tapi cuma dibikin tempel
saja tanggal 31 diterimanya.

1215.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bu, bukan, problemnya bukan itu. Ini problem formal, Ibu tahu
proses beracara, bukan?

1216.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.
1217.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kalau Ibu bacakan permohonan yang tanggal 22 walaupun isinya
sama ... walaupun isinya sama, berarti Anda kan, mengajukan

permohonan yang tanggal 22. Begitu kan, substansinya? Paham?

1218.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.
1219.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan salah paham lagi. Ya, sekarang yang mau diucapkan ...
yang perbaikan bukan?

1220.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Yang perbaikan tanggal 31 (...)
1221.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah itu yang dibacakan.
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1222.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Siap, Yang Mulia.
1223.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Jangan bilang tanggal 22 lagi nanti kalau itu kan, sudah
diperbaiki. Kalau itu makanya saya ta ... tanya tadi secara bergurau,
apakah lalu jadi perburukan? Saya tanya begitu, kan? Tadi, kan? Nah, ini

sudah diperbaiki. Sekarang perbaikannya, silakan!

1224.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia.
1225.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

1226.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. Langsung isinya saja, Yang Mulia.

1227.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Isinya apa lagi? Kan cuma 2 lembar? Apa lagi mau dibaca?

1228.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Maksudnya bahwa ... bahwa kita ada selisih suara (...)
1229.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, dibaca saja kan, itu cuma 2 lembar, ndak menghabiskan
waktu. Salat Jumat masih terkejar, coba (...)
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1230.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Sehubungan dengan adanya penggelembungan data atau selisih
suara hasil pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten
pada Dapil Sanggau II di Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Meliau,
Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada pemilu tahun 2019
pada Partai PSI atau Partai solira ... Solidaritas Indonesia. Kami
mengajukan  keberatan meminta agar Mahkamah  Konstitusi
memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau mengoreksi serta menghitung
ulang suara pada kotak suara yang ada pada Partai PSI. Sebagai dasar
bukti, kami mengajukan keberatan melalui Dokumen C-1. Dan ada juga
yang telah kami cocokkan dengan C-1 dari Bawaslu, dan KPU Kabupaten
Sanggau, serta data hasil pleno tingkat kabupaten.

Data penggelembungan suara Partai PSI sebagai berikut.

Di Kecamatan Tayan Hilir, hasil plenonya ada sebanyak=1.608
suara. Hasil C-1=1.524 suara. Ada selisih suara sebanyak=84 suara.

Di Kecamatan Meliau, hasil pleno ada terdapat=420 suara.
Sementara hasil C-1 ada=401 suara. Sehingga ada selisih suara
sebanyak=19 suara.

Di Kecamatan Toba, hasil pleno ada sebanyak=693 suara. Hasil C-
1 ada sebanyak=693 suara. Tidak ada selisih suara. Sehingga (...)

1231.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, terus.

1232.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Total antara hasil pleno dengan hasil C-1 selisihnya ada
sebanyak=103 suara. Total suara Partai Solidaritas Indonesia sesuai C-1
seharusnya=2.618 suara. 2.618 suara Partai Amanat Nasional.

1233.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Eh, bagaimana itu?

1234.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Untuk Partai PSI seharusnya ada=1.268 ... 2.618 suara.
Sementara untuk Partai PAN ada sebanyak=2.631 suara.
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1235.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ibu bacanya dempet. Jadi, yang mana maksudnya PAN? Mana
maksudnya tadi itu? Jadi, itu titik, ya?

1236.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Pak. Benar.
1237.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Total suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sesuai dengan C-1

(..)

1238.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Harusnya 2.618 suara (...)
1239.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
2.000 ... harusnya 2.618, titik. Ya. suara Partai Amanat Nasional?

1240.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

2.631 suara.
1241.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Titik, begitu ya. Terus!

1242.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Penggelembungan suara vyang terjadi pada Partai PSI
mengakibatkan Partai PAN dirugikan dan tidak memperoleh kursi di
DPRD Kabupaten Sanggau.

1243.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.
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1244.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Keberatan yang kami ajukan ini sebagai bentuk demokrasi dan
transparansi dari kinerja Bawaslu dan KPU Kabupaten Sanggau agar
tercipta pemilu yang adil dan tidak terjadi penyalahgunaan jabatan.
Keterbe ... keterberpihakan dan KKN pada pemilu 2019 ini. Demikian
surat keberatan ini kami sampaikan agar segera diproses dan
ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima
kasih.

1245.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Terus, baca di bawahnya.

1246.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Dewan Pimpinan Daerah Partai PAN Kabupaten Sanggau.
Ketuanya Bapak Eko. Ditandatangani dengan Sekretaris Bapak Dicky.

1247.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ibu sudah ... maaf, saya harus bertanya, Ibu sudah pernah
beracara di Mahkamah Konstitusi, Bu? Belum?

1248.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Eh, waktu (...)
1249.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pertanyaan saya sederhana, jangan rumit. Sudah pernah atau
belum?

1250.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Sudah, Yang Mulia.
1251.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah tahu PMK tentang pengajuan permohonan PHPU?
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1252.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Sudah, Yang Mulia.
1253.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siapa yang harus bertanda tangan untuk mengajukan
permohonan? Kalau partai politik?

1254.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ketum sama sekjennya.
1255.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ketum sama sekjen. Jadi, di sini? Ya, Ketua DPD-nya, ya? Oke, itu
cuma saya untuk mengingatkan. Sebenarnya mungkin sudah dijawab
juga. Jadi, begitulah. Nah, tapi apa boleh buat, tapi kan, kami tidak
boleh menolak permohonan, tetap harus kami terima walaupun
permohonannya belum berbentuk seperti surat, begitu kan? Tidak
masalah, ya? Nanti diselesaikan. Nah, sekarang kami mau ngecek ke soal
bukti. Bukti itu bukti fisik nomor ... Anda menyerahkan bukti P-1 sampai
dengan?

1256.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

P-13.
1257.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
P-13 itu muncul dari mana?

1258.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Dari ha ... tadinya hasil perbaikan permohonan saya, Yang Mulia.
1259.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, ndak. Yang pertama dulu. Yang 1 sampai 5 dulu. Yang

pertama, ya? P-1 sampai P-5. Jangan belum berkoordinasi pula ini. Ini
yang permohonan semula. P-1 sampai dengan P-5?
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1260.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Itu bukti yang saya sampaikan kemarin yang belia ... bukan dari
permohonan semula, tapi yang mau saya ajukan hari ini, Yang Mulia (...)

1261.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, ya, ya, ya. Saya mau ngecek dulu itu justru. Mau ...
pertanyaannya itu mau dicabut atau bagaimana? Ndak jelas dengan
pertanyaan saya? Bukti yang diajukan pertama itu mau dicabut ataukah
tidak?

1262.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Tidak, Yang Mulia.
1263.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kenapa tadi ibu ulang, “...bukan bukti yang saya sampaikan,”
terus maksudnya apa?

1264.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ada penambahan.
1265.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Kalau penambahan lain pula nanti. Kan, saya masih bicara bukti
yang pertama. Ibu ini sabarlah, ya! Beta belum selesai bicara ini yang

untuk yang pertama ini. Ya. P-1 sampai P-5 itu, jadi tidak dicabut, ya?

1266.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Tidak, Yang Mulia.
1267.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Tidak? Ada catatan di situ. Itu dok ... apa namanya ... setelah

kami verifikasi, Bukti Nomor 1 itu ... nah, itu bukan Ibu ndak berikan
nama, harusnya P-1, gitu ya.
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“Ya, karena bukan saya yang buat,” nanti begitu juga jawabannya
nanti itu. Itu harusnya P-1 sampai dengan P-5, mestinya begitu. Nah,
Ibu beri kata NMomor 1 itu dokumen hasil Rekapitulasi Pleno Kecamatan
Malinau ... Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Itu
ternyata tidak ditemukan bukti fisiknya, jadi termasuk hilang itu. Nah, itu
ndak jelas, ya? Itu ... itu ndak ada dokumennya. Nanti, kalau Ibu mau
menyampaikan bukti yang lainnya, silakan! Itu termasuk bukti yang
diperbaiki. Sudah dicatat ya Bu, ya? Bikin Nomor 1, gitu. Itu Nomor 1 itu,
bukan P-1 itu. Nanti diberikan penomoran, ya, sesuai dengan lampiran
PMK Nomor 6 Tahun 2018, kalau Pemohon itu P mulai 7 dan
seterusnya. Kalau Termohon 7, I dan seterusnya. Kalau Pihak ... apa ...
kalau Pemberi Keterangan itu PK;, kalau Pihak Terkait, PT.

Jangan pula Ibu ambil kode-kode mereka itu nanti, kami tertukar
nanti memeriksanya itu, ya. Itu jangan. Atau bikin nanti kode yang lain,
pikir cari nomor undian nanti. Ya. Nanti. Sekarang makanya kenapa kami
tanya yang tadi itu, apakah diganti atau tidak? Karena dalam bukti yang
Ibu ajukan yang baru itu Ibu mulai juga dari Bukti P-01 sampai dengan
P-13, kan?

1268.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.
1269.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itulah makanya kami tanya tadi. Apakah bukti yang semula itu
akan tetap dipertahankan, ataukah akan dicabut, gitu loh?

1270.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Dipertahankan.
1271.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Dipertahankan. Kalau begitu berarti itu harus mengikuti
penomoran baru. Atau nanti ditambahkan karena penomorannya tidak
sesuai dan di samping ada ketidaksesuaian yang bukti fisiknya, ya? Jadi,

yang Ibu ajukan yang sudah diberi nomor cocok sesuai dengan PMK itu,
Ibu beri kode P-01 sampai dengan P-13 yang Ibu sebutkan tadi itu, kan?
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1272.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.
1273.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Itu tidak ada masalah. Itu bisa kami sahkan, ya.

1274.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.

1275.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

KETUK PALU 1X

Nah, yang lain yang bukti awal itu, tolong diberikan penomoran
sesuai dengan lampiran PMK Nomor 6 Tahun 2018, Ibu, ya?

1276.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Ya, Yang Mulia.
1277.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya? Paham?

1278.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 122-12-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PRISKA SIREGAR

Paham, Yang Mulia.
1279.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya masih lihat ada keraguan di wajahnya itu, ya. Nanti di ... di
belakang kalau belum mengerti nanti di ... berkonsultasi dengan
Panitera. Panitera di sini baik-baik kok, Bu. Dilayani terus. Nah, itu. Jadi,
dengan demikian, maka untuk Partai Amanat Nasional sudah selesai.

Nah, sekarang giliran saya. Ini kaitannya dengan bukti tambahan
dan perbaikan bukti nanti.
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1280.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Izin, Yang Mulia.
1281.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya?

1282.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Pihak Terkait, Yang Mulia.
1283.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Dari Pihak Terkait, bagaimana?

1284.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Mohon maaf menyela, Yang Mulia.
1285.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

1286.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

He eh. Saya mau sampaikan, yang pertama bahwa kami mohon
maaf karena sudah terlambat tadi kami datang pada saat setengah jam
setelah dimulai persidangan, sehingga kami tidak sempat
memperkenalkan diri, Yang Mulia.

1287.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Sekarang perkenalkan diri dahulu, supaya lebih terkenal.

1288.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Untuk (...)
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1289.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Siapa? Siapa, Pak?

1290.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Nama saya Irwan, S.H., Yang Mulia, Kuasa Hukum dari DPP Partai
Golkar untuk Perkara Nomor 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari
Pemohon Partai Perindo.
1291.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Partai Perindo, ya?

1292.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Dapil Kalimantan Barat, Kabupaten Melawai.
1293.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya.

1294.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Melawi, maaf, Yang Mulia.
1295.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
He eh. Kalau Melawai, Jakarta Selatan itu.

1296.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Melawi, Yang Mulia, maaf.
1297.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.
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1298.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Yang kedua, kami mau mohon klarifikasi tadi, Yang Mulia, Bapak
Hakim Suhartoyo menyampaikan bahwa ada Surat Kuasa yang di ...
disampaikan oleh Pemohon tertanggal 22 Mei yang diberikan oleh
perseorangan, bukan dari partai politik pada saat permohonan 3x24jam.
Apakah itu betul, Yang Mulia?
1299.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Betul. Ada itu. Makanya yang mau diklarifikasi.
1300.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Persoalannya apa?
1301.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Persoalannya apa?

1302.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Maksud saya, apakah itu bukan dari partai politik pada saat
tanggal 22-nya, Yang Mulia (...)

1303.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Kan ada 2 yang dari perseorangan dan dari partai, tadi kan?

1304.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Ya. Bukan yang partai politik tanggal 29, Yang Mulia, muncul?
1305.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggalnya sama tadi itu, Pak ... itu perkara nomor berapa? Biar
kita (...)
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1306.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Perkara Nomor 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang
Mulia.

1307.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu (...)
1308.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Anda mempermasalahkan kuasanya dari itu? Dari Partai
Perindo, apa?

1309.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Kuasa pada saat 3x24 jam setelah pengumuman dari KPU, Yang
Mulia.

1310.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ndak, yang Anda persoalkan kuasa dari ... anu ... dari Pemohon?

1311.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Pemohon, Yang Mulia.
1312.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Yang Anda persoalkan?

1313.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Ya, Yang Mulia.
1314.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya? Kenapa pula?
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1315.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Saya cuma mau tahu apakah itu cuma perseroangan atau ada
juga partai politik pada saat tanggal 22 itu, Yang Mulia.

1316.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Oh, itu nanti ada kaitannya dengan Anda atau enggak? Itu kan,
kami yang nanti punya penilaian itu. Ada kaitannya dengan tanggapan

Anda nanti? Atau bagaimana?

1317.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Tanggapan pada saat eksepsi legal standing.
1318.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu. Ya.
1319.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, kita jelaskan sebentar.
1320.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kirain hanya sekadar kepo saja, gitu. Bukan, ya?

1321.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
1322.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan! Nanti, Yang Mulia Pak Suhartoyo (...)
1323.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar. Kita jelaskan dahulu supaya (...)
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1324.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Nanti mau dijelaskan. Tapi gambarannya kira-kira ... ya,
silakan, Pak!

1325.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya. Jadi, Surat Kuasanya kan, ada 2. Masing-masing tertanggal 24
dan 24, dua-duanya tanggal 24. Ini yang perkara yang diajukan

Supriyadi dan Hari Tanoe tadi, kan?

1326.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Betul, Yang Mulia.
1327.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Apa persoalannya sekarang?

1328.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Yang dimasukkan pada saat awal pendaftaran 3x24 jam itu yang
mana, Yang Mulia? Apakah yang dicabut? Apakah yang bersama dengan
partai politiknya, Yang Mulia?

1329.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ini maksudnya dicabut kuat ... kuasanya?

1330.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Kan, ada du ... ada pertama, satu, Yang Mulia, tanggal 24, satu
doang. Kemudian (...)

1331.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Ya (...)

1332.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Di ... dicabut kemudian tidak diterusin lagi (...)
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1333.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kan, tadi hanya surat kuasa dua ini. Kemudian, oleh kuasa hukum
yang hadir hari ini, Pak Yuventus ya, itu dianggap bahwa yang dipakai
adalah dari partai kan?

1334.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUVENTUS

Baik, Yang Mulia.
1335.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari partai. Jadi, yang dari Supriyadi itu sudah dianggap kemudian
di tempat ... makanya, tadi saya tanya, mana prinsipal Anda yang
Supriyadi itu? Kalau memang ada pencabutan kan, mestinya kan, datang
dari prinsipal langsung, ya kan?

1336.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Ya.
1337.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi karena memang permohonan itu yang ... yang kita pakai
kan, bukan pe ... Anda tidak harus mempersoalkan permohonan yang
pertama atau yang kedua. Yang kami bacakan persidangan itulah
permohonan yang sesungguhnya. Itu permohonan perbaikan yang masih
tenggang waktu. Kalau Anda akan menanggapi itu adalah permohonan
yang itu, tidak usah mempermasalahkan peromohonan yang pertama
atau kedua. Yang penting permohonan yang ada registrasinya yang
masih dalam tenggang waktu dan yang tadi dibacakan.

1338.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Baik.
1339.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Nah, kalau Anda me-challenge soal surat kuasa ini kan, memang
tadi kami tidak bisa me-cross kepada prinsipal ke Pak Supriyadi karena

memang hari ini tidak dihadirkan. Tapi sesuai dengan penyataan kuasa
hukum yang sekarang katanya sudah mendapat kuasa dari DPP, katanya
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Pak Supriyadi artinya dengan demikian sudah dikesampingkan. Itu
bagian dari akan ada respons, terserah itu.

1340.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Baik, terima kasih.
1341.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Klir, ya?
1342.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, cukup ya? Itu yang ... yang kalau mau direspons ya, itulah
ya, keadaannya. Apakah mau ini ... tapi yang jelas, Anda tidak perlu
merespons permohonan yang pertama karena yang berlaku adalah yang
dibacakan tadi yang perbaikan ... yaitu perbaikan yang mela ... tidak
melampaui tenggang waktu. Atau kalau dalam pandangan Anda,
permohonan yang tidak melampaui tenggang waktu itu ternyata tidak
cocok ya, bisa ditanggapi juga. Begitu, ya?

1343.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Siap (...)
1344.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya, baik, terima kasih.

1345.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Terima kasih, Yang Mulia.
1346.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA
Ya. Sekarang sudah memperkenalkan diri, sudah dikenal, dan

juga sudah anu dalam Pihak Terkait. Tadi ke ... ngomong-ngomong tadi
kenapa terlambat, Pak? Apa (...)
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1347.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 134-09-
20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN

Izin, Yang Mulia. Tadi saya di sebelah, Yang Mulia, untuk
Sumatera Selatan. Perkenalkan diri, baru balik ke sini lagi, Yang Mulia.

1348.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, jadi ini pemain ganda ini? Ah, itu rupanya double job itu ...
double seat ini, ya?

Baik, sekarang tiba saatnya kami menyampaikan. Pertama, untuk
Provinsi Kalimantan Barat pe ... pemeriksaan persidangan, ya? Yaitu
untuk mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan
Bawaslu, serta pengesahan alat bukti oleh pihak-pihak yang itu. Itu akan
dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Juli 2019 mohon dicatat ... hari Kamis,
18 Juli 2019 pada pukul 08.00 WIB ... pada pukul 08.00 WIB, ya?

Pengumuman ini atau pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai
panggilan sidang, jadi nanti Saudara-Saudara yang berkepentingan yang
hadir pada persidangan sekarang ini yang ... tidak ada alasan lagi tidak
me ... me ... me ... menerima panggilan sidang. Ini sudah berlaku
sekaligus sebagai panggilan sidang walaupun kami tetap biasanya akan
mengirimkan panggilan sidang juga ... pemberitahuan sidang juga.

Nah, kemudian yang kedua untuk Provinsi Kalimantan Barat atau
perkara-perkara yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Barat,
jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu,
itu sudah harus kami terima paling lambat Selasa, 16 Juli 2019 pada
pukul 12.00 WIB. Sekali lagi, Selasa, 16 Juli 2019 pukul 12.00 WIB, itu
untuk perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait,
keterangan Bawaslu yang waktu paling lambatnya itu.

Nah, itu juga berlaku untuk Saudara-Saudara yang mengajukan
perbaikan bukti atau tambahan bukti, tidak boleh melampaui tanggal itu.
Jadi, sebelum ... jadi hari ... keterangan bukti, baik ralat maupun ada
kalau ada tambahan, itu harus sudah kami terima hari ... paling lambat
hari Selasa, 16 Juli 2019 pada pukul 12.00 WIB. Klir ya, Pemohon? Itu.
Jangan nanti ada lewat dari itu, ya?

Nah, sementara itu, untuk Provinsi Kalimantan ... perkara-perkara
yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, pemeriksaan
persidangannya akan dilakukan pada Hari Rabu, 17 Juli 2019 pada pukul
08.00 WIB. Jadi, untuk yang Kalimantan Selatan akan dilaksanakan pada
hari Rabu, 18 Juli 2019 pada pukul 08.00 WIB ... sori ... Rabu, 17 Juli ...
salah lihat kalender. Tanggal 17, betul. 17 Juli 2019, pukul 08.00 WIB,
yaitu agenda pemeriksaan persidangan. Agendanya sama dengan tadi,
memeriksa jawaban, mendengar jawaban Termohon, mendengar
keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti.
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Nah, untuk yang Kalimantan Selatan ini perbaikan jawaban
Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslunya harus
sudah kami teringa ... terima paling lambat Senin, 15 Juli 2019, pukul
12.00 WIB. Sekali lagi, untuk jawaban Termohon, keterangan Pihak
Terkait, keterangan Bawaslu untuk Provinsi Kalimantan Selatan, kasus-
kasus Provinsi Kalimantan Selatan sudah harus kami terima Senin, 15 Juli
2019 pada pukul 12.00 WIB.

Demikian pula, Pemohon yang mengajukan perbaikan bukti atau
tambahan bukti untuk perkara yang berkait Provinsi Kalimantan Selatan,
tidak boleh melampaui waktu 15 Juli 2019 pukul 12.00 WIB. Jelas
semua?

Baik. Dengan demikian, maka persidangan untuk pemeriksaan
pendahuluan ini ... oh ya, sama, untuk yang tadi juga, pemberitahuan
tentang pemeriksaan persidangan tanggal ... Rabu tanggal 17 Juli 2019
pukul 08.00 WIB itu juga berlaku sebagai panggilan sidang, ya? Jadi,
pihak-pihak tidak ... ini ... diberlakukan langsung sebagai panggilan
sidang untuk para pihak.

Demikian, ada tambahan lagi? Dengan demikian, persidangan hari
ini selesai dan sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 12 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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